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PENGESAHAN 

DOKUMEN LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) 

 

 

Peraturan Menteri No.2/PRT/M/2016, tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman 

kumuh dan perumahan kumuh mewajibkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama 

penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, 

aman, harmonis dan berkelanjutan.  Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa 

dituangkan dalam memorandum program RP2KPKP dengan menetapkan Kawasan 

Jeneberang sebagai prioritas pertama penanganan kumuh tahun 2019. 

Sejalan dengan penataan kawasan dan pengurangan kumuh, Pemerintah Kabupaten 

Gowa akan meremajakan kawasan Jeneberang secara bertahap di wilayah sepanjang 

sempadan Sungai Jeneberang khususnya daerah di Kelurahan Tompobalang yang menjadi 

pusat permukiman kumuh, dimana lahan permukiman kumuh tepi tanggul hak 

pengelolaannya oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jeneberang.   

Untuk itu pada hari ini jumat, tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua Ribu 

Dua Puluh telah dilakukan pengesahan dokumen Land Acquisition and Resettlement Action 

Plan (LARAP) Kawasan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang. Dokumen ini berisi Rencana 

Penataan, Potensi Dampak dan Karakteristik Objek Terdampak, Konsultasi dan Partisipasi 

Masyarakat, Rencana Pelaksanaan Penataan Kawasan, Monitoring dan Evaluasi. Disusun 

untuk menjadi pedoman dalam kegiatan penataan di Kelurahan Tompobalang. 

Maka dengan disyahkannya dokumen ini, akan menjadi pedoman dalam 

melaksanakan penataan kawasan kumuh Kelurahan Tompobalang. 

 

 

 

 
 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Kawasan Jeneberang, 

Kabupaten Gowa disusun sebagai pedoman terhadap kegiatan Penataan Kawasan Kumuh 

Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kabupaten Gowa yang terdiri dari kegiatan penataan, 

identifikasi potensi dampak dan karakteristik objek terdampak, konsultasi, partisipasi 

masyarakat serta monitoring dan evaluasi.  

 

Tim penyusun atas nama Pokja PKP Kabupatem Gowa menyampaikan puji syukur kepada . 

Yang Maha Esa, serta penghargaan dan ucapan terima kasih, kepada semua pihak yang telah 

terlibat dan mendukung tersusunnya dokumen LARAP ini. Dalam penyusunan dokumen ini, 

kami akui masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah 

penyempurnaan dokumen ini kami terima dengan tangan terbuka.  

 

Akhir kata, besar harapan kami dokumen LARAP ini dapat berguna dan menjadi pedoman 

semua pihak yang terlibat dalam Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1   Tompobalang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

1. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program yang diarahkan 

untuk menangani permasalahan permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap 

pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur lingkungan permukiman perkotaan. Program 

ini memiliki target pengurangan kumuh seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadi 

target nasional. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan 

skala lingkungan dan skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri. 

Pelaksanaan kegiatan skala kawasan akan dilakukan di 94 kota/kabupaten prioritas, salah 

satunya adalah Kabupaten Gowa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016, tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman 

Kumuh dan Perumahan Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi kolaborasi 

berbagai pihak stakeholder antara lain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk 

mewujudkan permukiman layak huni. 

2. Pemerintah Kabupaten Gowa melalui SK Bupati Nomor: 175/II/2015 tentang 

Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten 

Gowa menetapkan luasan kumuh sebesar 231,03 Ha, dan seluas 196,15 Ha terdapat di 

Kecamatan Somba Opu yang terbagi dalam 14 Kelurahan. Rencana aksi penanganan 

permukiman kumuh Kabupaten Gowa dituangkan dalam memorandum Program Rencana 

Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP), diantaranya rencana penataan kawasan 

prioritas yaitu di Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang dengan luasan 30,70 Ha terdiri 

dari gabungan 3 kelurahan (Kel. Tompobalang, Sungguminasa, Pandang-pandang) yang ada di 

Kecamatan Somba Opu sehingga dilaksanakan tahap persiapan di tahun 2018 dan rencana 

tahap pelaksanaan infrastruktur di tahun 2020 di Kelurahan Tompobalang.  

3. Permasalahan utama di permukiman Kawasan Kumuh Jeneberang khususnya di 

kawasan Prioritas Segmen 1 Kelurahan Tompobalang dengan luasan ± 10,11 Ha, adalah 

ketidakteraturan bangunan, banjir, dan limbah rumah tangga yang belum ditangani. 

Persoalan persoalan tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas permukiman di kawasan 

tersebut ditambah dengan munculnya pertumbuhan permukiman illegal di bantaran sungai 

dengan konstruksi bangunan hunian yang tidak sesuai persyaratan teknis. 

4. Untuk meningkatkan kualitas permukiman tersebut, maka Pemerintah Kabupaten 

Gowa akan melakukan penataan di Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang. Dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan tindaklanjut akibat terjadinya pemindahan dan 

pemotongan beberapa aset milik masyarakat sekitar yang akan digunakan oleh kegiatan 

penataan ini. Kegiatan pemindahan dan pemotongan aset masyarakat ini akan menyebabkan 

terjadinya dampak sosial. Untuk mengelola potensi dampak sosial tersebut, maka disusun 

dokumen social safeguard yaitu Dokumen Larap. 
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B. Tujuan Kegiatan  

5. Tujuan disusunnya dokumen Larap ini adalah untuk memberikan panduan kepada 

pemerintah daerah kabupaten Gowa dalam mengelola dampak sosial dari pelaksanaan 

Penataan Skala Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) dan 

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) Program NSUP KOTAKU. 

 

C. Lokasi Kegiatan 

6. Lokasi Kegiatan Kawasan Jeneberang Segmen 1 berada di kelurahan Tompobalang, 

sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gowa Nomor: 175/II/2015 merupakan bagian dari 

Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten 

Gowa. Rencana Kegiatan skala kawasan KOTAKU TA 2020 berada di Kawasan Jeneberang 

Segmen 1 di kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu dengan luas 10,11 Ha, telah di 

persiapkan sejak tahun 2018 dimana tahap pelaksanaan infrastruktur di rencanakan pada 

tahun 2021. 

Tabel 1.1 Kawasan Kumuh Jeneberang 

NO KECAMATAN KELURAHAN LUAS KUMUH (ha) 

1 Sombaopu Tompobalang 10,11 

2 Sombaopu Sungguminasa  10,02 

3 Sombaopu Pandang-Pandang 10,57 

Jumlah : 30,70 

1.1. Sumber : Surat Keputusan Bupati Gowa No : 175/II/2015  

   

Gambar 1.1. Peta lokasi rencana kegiatan penataan kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

   
 

Kawasan Jeneberang mempunyai nilai strategis sebagai sentra pasar di Kota Sungguminasa 

dan industri kecil. Penanganan kumuh untuk tahun 2020 di prioritaskan pada segmen 1 DAS 

Lokasi 
perencanaan 

Kegiatan Skala 
Kawasan 
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Jeneberang kelurahan Tompobalang. Penetapan lokasi segmen 1 sebagai prioritas 

dikarenakan merupakan icon dan etalase kota Sungguminasa Kab. Gowa 

 

D. Lingkup Dokumen LARAP  

7. Lingkup Kegiatan Dokumen LARAP mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan 

Lingkungan dan Sosial, ruang lingkup penyusunan dokumen LARAP Penataan Kawasan 

Jeneberang Segmen 1 meliputi: 

a. Identifikasi dan survey sosial ekonomi 

b. Kajian sosial, ekonomi, dan legalitas lahan 

c. Penilaian kompensasi dan bantuan dari pemda bagi WTP  

d. Keberhakan WTP  

e. Rencana kegiatan rembug dan konsultasi kesepakatan WTP dengan Pemerintah 

Kabupaten Gowa dan dokumentasi kegiatan konsultasi, termasuk kesepakatan dan 

ketidaksepakatan, dan masukan/koreksi dari pihak-pihak terkait termasuk WTP 

f. Perkiraan anggaran dan biaya, serta instansi yang terlibat  

g. Monitoring dan pengendalian  

 

E. Keluaran  

8. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut 

a. Data warga dan aset-aset terdampak proyek 

b. Hasil kajian sosial, ekonomi, dan legalitas lahan 

c. Hasil Penilaian aset terdampak  

d. Keberhakan WTP dan dukungan Pemerintah daerah 

e. Hasil kegiatan rembug dan  konsultasi publik antara pemda Kabupaten Gowa dengan 

Warga Terdampak Proyek 

f. Berita acara, notulensi daftar hadir rembug/konsultasi WTP, Surat pernyataan 

kesepakatan dengan WTP, rencana tindak lanjut dari kesepakatan 

g. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan permukiman 

kembali. 

h. Sumber pembiayaan, alokasi penganggaran dan instansi penanggungjawab. 

i. Rencana kerja tim monitoring dan evaluasi 

j. Dokumentasi kegiatan berupa foto, gambar, dan lain-lain. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH  

KAWASAN JENEBERANG 

 
 

A. Kabupaten Gowa 

9. Kabupaten Gowa terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota 

Sungguminasa, letaknya sangat strategis berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi 

Selatan yaitu kota Makassar. Kabupaten Gowa juga berfungsi sebagai pintu gerbang wilayah 

Indonesia bagian Timur. Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Gowa berada pada 

120.33,19- 130.15,17’ Bujur Timur dan 50.5’- 50.34,7’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten 

Gowa terletak pada ketinggian 0 – 2800 m diatas permukaan laut, berada pada jarak ± 10 Km 

dari Kota Makassar. Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Gowa sebesar 1.883,33 Km2 

yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 121 Desa dan 46 Kelurahan Pada Tahun 2018 

(sumber: BPS Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2018). 

Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten 

Bulukumba 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.  

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. 
 

B. Deliniasi Kawasan Kumuh Kabupaten Gowa  

10. Berdasarkan SK Bupati Gowa No: 175/II/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan 
Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gowa dengan luas total  
231,03 Ha yang berada di dua (2) kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu seluas 196,15 Ha 
dan Kecamatan Pallangga seluas 34,88 Ha. Terdapat 3 Kawasan penanganan kumuh 
perkotaan mengacu pada Memorandum Program Rencana Kawasan Permukiman Kumuh 
Perkotaan (MP-RKPKP), diantaranya: 

1. Kawasan Jeneberang yang meliputi Kelurahan Tompobalang, Kelurahan Pandang-
Pandang dan Kelurahan Sungguminasa dengan luas kumuh keseluruhan 30,70 Ha 

2. Kawasan Lingkar Punggawa meliputi Kelurahan Tamarunang, Kel.Samata, 
Kel.Romangpolong, Kel. Tombolo, Kel. Paccinongang dan Kel. Katangka dengan 
luas kumuh keseluruhan 94,83 Ha 

3. Kawasan Danau Mawang meliputi Kel.Mawang dan Kel. Bontoramba dengan luas 
kumuh keseluruhan 27,43 Ha 

11. Penetapan lokasi Kawasan jeneberang segmen I Tompobalang sebagai prioritas 

penanganan karena merupakan icon dan etalase kota Sungguminasa Kab. Gowa, sehingga 

diharapkan penanganan tersebut dapat mencegah berkembangnya pemukiman kumuh baru 

di sepanjang Bantaran Sungai Jeneberang. Penanganan Kawasan Jeneberang dilakukan secara 



 

14 

 

bertahap dan berkolaborasi dengan para pihak diantaranya Program NSUP-Kotaku dan Dana 

APBD . Berikut peta deliniasi lokasi sebaran kumuh dan peta Kawasan prioritas penanganan 

untuk Kegiatan Skala Kawasan di Kabupaten Gowa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Deliniasi Kawasan Kumuh Jeneberang 

 

C. Isu Sosial Ekonomi.  

12. Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang dihuni oleh 718 KK atau 2.233 jiwa. Dari 

jumlah penduduk tersebut terdapat 31.8 % atau 229 KK yang tergolong sebagai Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). Kawasan Kumuh Jeneberang dengan luasan 30,70 Ha, 

tergolong padat penduduk dengan kepadatan rata – rata 221 jiwa/Ha. Sebagian besar warga 

yang bermukim di segmen 1 Tompobalang merupakan pekerja sektor informal seperti contoh 

adalah pekerja harian lepas, tukang batu dan tukan kayu, pedagang kecil, buruh serabutan 

dan ada sebagian kecil ASN dan karyawan. Sebagian besar mempunyai penghasilan rata rata 

pada kondisi ekonomi dibawah UMR standar kabupaten Gowa tahun 2020. Isu sosial yang ada 

adalah banyaknya pendatang dari daerah sekitar gowa yang datang dan mencari penghidupan 

di Kabupaten Gowa dan sebagian besar dari pendatang itu bekerja pada sektor informal.  

D. Isu Lingkungan.  

13. Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang merupakan kawasan pemukiman, dilihat 

dari aspek sarana dan prasarananya maupun pengelolaan limbah padat dan limbah cair, 

kawasan ini masuk kategori pemukiman yang tidak layak. Kondisi sarana dan prasarana 

persampahan yang tidak memenuhi standar teknis dan pengelolaan yang tidak optimal 

mengakibatkan munculnya timbunan sampah di 536 hunian.  Berdasarkan data baseline 

tahun 2015 permasalahan utaman kawasan Jenenberang meliputi : 

Kawasan Kumuh Jeneberang 

1 

2 

3 
SEGMEN 

SEGMEN 

SEGMEN 
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1. Pengelolaan persampahan kurang memadai dan belum terkelola dengan baik. 

2. Sistem drainase belum terintegrasi dengan baik antara skala lingkungan & perkotaan, 

sedimentasi drainase sekunder 

3. Akses untuk proteksi kebakaran (jalan-jalan lingkungan sempit). 

 

Gambar 2.4 Kondisi Eksisting Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

 
   

 

Gambar 2.5 Kondisi Eksisting Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 
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E. Isu legalitas lahan.  

14. Pada Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang Jumlah Warga Terdampak Proyek 

(WTP) ada 14 unit bangunan yang terletak di jalan Tirta dimana lokasi ini merupakan lokasi 

untuk rencana kegiatan Jalan dan drainase, terdapat 10 unit bangunan hunian yang 

terdampak pemotongan sebagian bangunan seperti atap dan pagar kemudian terdapat 2 unit 

bangunan tempat usaha yang terkena dampak pemotongan sebagian atas nama Adam dan 

Mas Roy, kemudian terdapat  2 unit bangunan hunian dan satu diantaranya berfungsi sebagai 

tempat usaha terdampak total atas nama Haerudin dan atas nama Daeng Bollo juga 

terdampak total bangunan huniannya karena berada pada lahan sempadan jalan. Kemudian 

14 unit bangunan yang kena dampak ini menempati lahan milik pemerintah Kab. Gowa karena 

posisinya berada pada garis sempadan jalan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel. 2.1 Bangunan, asset dan legalitas lahan terdampak 

Rencana Kegiatan 
Bangunan dan asset Terdampak 

Keterangan  
Satuan Bangunan Status Legalitas lahan 

Jalan dan 
drainase di Jalan 
Tirta 

Unit 14 Milik Pemda Gowa 

10 Unit Bangunan terdampak 
pemotongan sebagian dan ada 2 Unit 
bangunan tempat usaha terdampak 
sebagian kemudian 1 unit bangunan 
hunian plus tempat usaha juga 1 unit 
bangunan hunian dibongkar 
keseluruhan/terdampak total 

Jumlah bangunan  Unit 14   

 

 

F. Rencana Penataan Kawasan.  

15. Sesuai dengan hasil ekspose (Pembahasan kegiatan skala Kawasan) yang dilaksanakan 

pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 dan dihadiri oleh PMU NSUP, PIU, Subdit Direktorat 

PKP Wil 3, BPPW Sulawesi Selatan, Pemda Kabupaten Gowa, Pokja PKP Kabupaten Gowa, 

NMC-KOTAKU, TMC 06, Tim OSP 9 Sulawesi Selatan dan Tim Korkot Kabupaten Gowa 

disepakati bahwa untuk tahap awal dilakukan perencanaan pada alternatif 1 & 2 dimana 

rencana penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang ini terdapat kegiatan RTP 

diarea DAS Jeneberang tetapi perencanaannya belum menyentuh lokasi WTP sehingga hanya 

terdapat 14 WTP yang terdapat di jalan Tirta akibat adanya rencana pekerjaan jalan dan 

drainase, kemudian WTP yang berada dilokasi DAS jeneberang yang jumlahnya 29 Unit 

bangunan dan terdiri dari 31 KK tetap akan dikawal penanganannya oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gowa bersama dengan BBWS dan Balai BPPW sehingga tidak menutup 

kemungkinan akan ada kelanjutan perencanaan pembangunan pada area ini jika rencana 

penanganan tahap awal ini sukses dilaksanakan, adapun  3 kegiatan utama dari rencana 

kegiatan skala kawasan dapat dilihat pada table berikut : 
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Tabel 2.2 Rencana kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

Rencana Penataan Kawasan Kebutuhan Kegiatan 
Penanggung Jawab 

pengendalian 

1. Peningkatan kualitas 
infrastruktur yang tersebar di 
permukiman kumuh Segmen 1  

- Perbaikan jalan sepanjang 2.010 m 

- Pembangunan pedestrian sepanjang 
524 meter  

 NSUP Kotaku 
 Dinas Perkimtan 
 Dinas PUPR 
 Dinas Lingkungan Hidup 

2. Pembangunan infrastruktur 
untuk penanganan banjir di 
permukiman kumuh 

- Perbaikan saluran drainase 
sepanjang 2.229  meter yang terdiri 
dari drainase sekunder di wilayah 
permukiman  

 NSUP-Kotaku 
 Dinas PUPR 

3. Penataan kawasan ruang terbuka 
publik (RTP) diatas lahan 
sempadan Sungai Jeneberang 

- Pembuatan ruang terbuka publik 
(RTP) seluas 0,12 Ha 

- Jalur masuk ke area RTP dan untuk 
mobil Pemadam Kebakaran 

 NSUP-Kotaku 
 Dinas Perkimtan 
 Dinas PUPR  
 Dinas Lingkungan Hidup 

 

Untuk rencana kegiatan penanganan kumuh Kawasan Jeneberang segmen 1 Tompobalang 

dilaksanakan dengan cara kolaborasi dari program NSUP-KOTAKU dan Pemerintah Kabupaten 

Gowa, dimana kegiatan penanganan kumuh penataan kawasan Jeneberang segmen 1 

Tompobalang secara menyeluruh dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.3  Matrik Keterpaduan Kegiatan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

No Kegiatan Volume Satuan Lokasi 
Biaya 
(Rp) 

Sumber 
Pendanaan 

Keterangan 

A  APBN (Skala Kawasan KOTAKU) 

1 Pek. Jalan beton 2.010 Meter 
Jl. Tirta dan Jl. 
Poros terminal 

9.372.727.331,23 
NSUP-

KOTAKU 
  

2 
Pekerjaan Drainase U-
Ditch 

2.229 Meter 
Jl. Tirta dan Jl. 
Poros terminal 

6.381.154.020,64 
NSUP-

KOTAKU 

14 Unit Bangunan 
terdampak (5 unit 
bangunan,5 unit 

pagar, kios 3 unit, 1 
unit atap)  

3 Pekerjaan Pedestrian 524 Meter 
Jl. Tirta dan Jl. 
Poros terminal 

416.414.102,65 
NSUP-

KOTAKU 
  

4 
Penataan RTP  
bantaran jeneberang 
 

0,12 Ha 
Jl. Tirta  

/Bantaran Sungai 
Jeneberang 

4.569.222.425,02 
NSUP-

KOTAKU 
 

 
  

 
 JUMLAH I (APBN):  20.739.517.879,53 

 
  

    PEMBULATAN  20.739.517.900,00,   

B APBD Kabupaten Gowa 

1 
Kompensasi untuk 14 
WTP di jalan Tirta 

14 Unit Jl. Tirta 
47.920.000,00 

 
APBD-P 

2021 
2021 

   
 JUMLAH II (APBD) : 47.920.000,00  

 

   
 

TOTAL JUMLAH 
(I+II) : 

20.787.437.900,00 APBD-APBN  2020 - 2021 
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Gambar. 2.6  Siteplan Keterpaduan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 

Tompobalang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Potensi dampak yang terjadi dari Rencana/Kegiatan Penataan Kawasan  

16. Kegiatan penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang sangat berpotensi 

memiliki dampak terkait dengan proses pengadaan tanah dan relokasi warga terdampak 

proyek, baik dampak sosial maupun dampak lingkungan. Dampak yang akan ditimbulkan 

akibat dari pelaksanaan pembangunan dikawasan ini antara lain sebagai berikut:  

1. Aksesibilitas warga terganggu dengan adanya pembongkaran   

2. Pemindahan 2 WTP ( 2 KK pindah sacara sukarela/ mandiri) 

3. Hilangnya beberapa aset warga di sekitar lokasi pembangunan;   

4. Polusi Udara pada saat pelaksanaan konstruksi;   

5. Gangguan kebisingan pada saat pelaksanaan konstruksi;   

6. Terganggunya akses penghubung antara rumah dengan jalan selama proses 

pelaksanaan konstruksi;   

7. Terganggunya aktifitas ekonomi warga yang mempunyai usaha; dan   

8. Gangguan lalu lintas selama masa pelaksanaan konstruksi.  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Gambar 2.7 Peta Status dan Kewenangan Lahan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

 

Tabel 2.4. Kebutuhan Pengadaan Tanah dan Permukiman Warga 

 

Uraian kegiatan Volume 

Luas 

Kebutuhan 

lahan (m2) 

Bangunan 

(Unit) 

Aset-aset terdampak Pemindahan 

Jumlah 

KK 

Pembongkaran 

total Bangunan 

hunian 

(unit) 

Pembongkaran 

total Bangunan 

hunian & 

Tempat usaha 

(unit) 

Bangunan 

Hunian 

terpotong 

Kios/  

tempat 

usaha  

terdampak 

sebagian 

(unit) 

Banguna

n hunian 

(Unit) 

Kios/ 

tempat 

usaha 

1. Pek. Jalan beton 
2010 

m’  
- - - - - -  - - - 

2. Pekerjaan 

Drainase U-Ditch 

2,229 

m’  
- 14 1 1 10 2  2 - 14  

3. Pekerjaan 

Pedestrian 

524  

m’  
- - - - - -  - - - 

4. Penataan RTP  1 unit 0,12 Ha - - - -  -  - - - 

JUMLAH TOTAL   14 1 1 10 2  2 - 14 
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BAB III 

KONSEP, VISI dan RENCANA PENATAAN 

KAWASAN JENEBERANG SEGMEN 1 KELURAHAN TOMPOBALANG 

 

A. Ketentuan Yang Melandasi Kegiatan Penataan Kawasan  

17. Kawasan Jeneberang segmen 1 Tompobalang Kabupaten Gowa adalah kebijakan dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penataan ruang/Kawasan, 

sebagai tabel berikut: 

Tabel 3.1. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah 

No Ketentuan dan Hukum Tentang 

1 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2007  

tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725; 

2 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

3 Peraturan Pemerintah  No. 26 tahun 
2008  

Tentang RTRW Nasional 

4 Peraturan Presiden Nomor  62 tahun 
2018 Tentang Penanganan Dampak 
Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka 
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan 
Nasional 

Pasal 3 
(1)  Pemerintah melakukan Penanganan Dampak Sosial 

Kemasyarakatan kepada masyarakat yang menguasai tanah 
yang digunakan untuk pemangunan nasional sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 aat (1) 

(2) Tanah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
tanah Negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, badan usaha milik Negara atau adan 
usaha milik daerah. 

5. Permen ATR/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 6 Tahun 2020 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pepres No 62 Tahun 2018 

5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 
Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 28/PRT/M/2015 tentang 
Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan 
Garis Sempadan Danau 

Pasal 1 
Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung 
sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 

Pasal 3 
(2)  Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau 

bertujuan agar:  
a) fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas 

yang berkembang di sekitarnya; dst. 

 Pasal 7 
Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan 
paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul 
sepanjang alur sungai. 

Pasal 22 
i. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas 

untuk:  
a) bangunan prasarana sumber daya air;  
b) fasilitas jembatan dan dermaga;  
c) jalur pipa gas dan air minum;  
d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;   
e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, 
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No Ketentuan dan Hukum Tentang 

antara lain 
f) kegiatan menanam tanaman sayur-mayur;  
g) bangunan ketenagalistrikan.  

ii. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk 
kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul 
dilakukan dengan larangan:  
a) menanam tanaman selain rumput;  
b) mendirikan bangunan; dan  
c) mengurangi dimensi tanggul. 

5 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa 
Nomor 15 tahun 2012 - 2032.  

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 
2012-2032 

 

B. Visi dan Misi Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

Visi dan Misi Penataan Kawasan  

18. Visi dan misi penataan kawasan dalam Kegiatan Peningkatan dan Pencegahan 

Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Jeneberang segmen 1 Tompobalang Kabupaten Gowa 

selaras dengan visi RPJMD Kab Gowa yaitu: “Gowa menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan 

Sejajar Daerah Termaju di Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat’ Sedangkan visi 

kawasan yakni icon integrasi kawasan permukiman dengan kawasan bantaran sungai 

Jeneberang. 

Sedangkan Misi kawasan adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ingin menjadikan kawasan 

bantaran sungai menjadi paru-paru kota (ruang terbuka hijau) dan Kawasan Jeneberang 

Segmen 1 Tompobalang menjadi permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas 

kehidupan warganya. 

19. Konsep penataan Kawasan Jeneberang Segmen I Tompobalang, adalah 

mengintegrasikan Kawasan Permukiman Padat dengan kawasan pasar dan Terminal Minasa 

Maupa, sedangkan visi sesuai dengan RPJPD 2005-2025 yaitu Gowa Menjadi Andalan 

Sulawesi Selatan dan Sejajar Daerah maju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat, 

Rencana Kegiatan Penataan kawasan Jeneberang segmen 1 Tompobalang meliputi:  

a. Pembangunan jalan  

b. Pembangunan drainase;  

c. Penataan RTP Sungai Jeneberang;  

d. Pembangunan Pedestrian 

20. Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang ini dilakukan melalui 

kolaborasi pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiayaan dari 

pemerintah pusat berupa kegiatan pembangunan jalan dan drainase di sepanjang bantaran 

sungai melalui Direktorat Jendral Cipta Karya. Pemerintah Kabupaten Gowa ingin 

menjadikan kawasan bantaran sungai menjadi paru-paru kota (ruang terbuka hijau) dan 

Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang menjadi permukiman yang layak huni dan 

meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Selain skala kawasan di Kelurahan 
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Tompobalang juga ada kegiatan skala lingkungan yang telah dikerjakan melalui dana 

BDI/BPM tahun 2019 yaitu pekerjaan paving blok, pekerjaan drainase dan pekerjaan IPAL 

Komunal. 

Berikut rancana penanganan Kawasan jeneberang segmen I Tompobalang seperti yang ada 

dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.2. Rencana Penanganan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

 

No Kegiatan Volume Lokasi 
Penanggung jawab 

kegiatan 
Sumber Dana 

A PELAKSANAAN  Tahun 2021   

01.   Pek. Jalan 
beton 2.010 M 

Jl. Tirta, Jl. Poros terminal 
(pasar minasa maupa)  
dan jl. Swadaya 

 Dinas Perkimtan 
 Dinas PUPR  
 Dinas Lingkungan Hidup 

APBN/KOTAKU 

02. Pekerjaan 
Drainase U-Ditch 

2.229 M  Jl. Tirta, Jl. Poros terminal 
(pasar minasa maupa) dan 
jl. Swadaya 

 Dinas Perkimtan 
 Dinas PUPR 

APBN/KOTAKU 

03. Pekerjaan 
Pedestrian 

524 M 
Jl. Tirta, Jl. Poros terminal 
(pasar minasa maupa)  
dan jl. Swadaya 

 Dinas Perkimtan 
 Dinas PUPR 
 Dinas Lingkungan Hidup 
 

APBN/KOTAKU 

04. Penataan RTP 
bantaran 

1 Unit 
(0,12 Ha) 

 Jl. Tirta (Bantaran Sungai 
Jeneberang) 

 Dinas Perkimtan 
 Dinas PUPR  
 Dinas Lingkungan Hidup 

APBN/KOTAKU 
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Gambar 3.1. Peta Rencana Penanganan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang  

 
 



 

24 

 

Gambar 3.2. Peta Kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 
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C. Penanganan Dampak Sosial.  

21. Untuk mewujudkan rencana penataan bantaran sungai ini dan penataan di jalan 

TIrta, Pemerintah Kabupaten Gowa akan melakukan penanganan dampak sosial sebagai 

berikut :  

a. Pemindahan atau relokasi 2 unit (2 KK) bangunan hunian yang dilakukan secara 

mandiri.  

b. Menyiapkan biaya bantuan penggantian/ kompensasi terhadap dampak yang 

ditimbulkan akibat adanya penataan kawasan sebanyak 14 unit bangunan di Jalan 

Tirta;  

c. Melaksanakan kegiatan penataan di bantaran sungai antara lain berupa 

pembangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang ramah disabel dan 

kelompok rentan lainnya (universal acces). 

22. Pembangunan Jalan dan Drainase dikawasan ini dilakukan untuk menjawab 

kebutuhan aksesibilitas dan peningkatan kualitas jalan juga penanganan genangan banjir di 

Kelurahan Tompobalang. Pembangunan drainase ini merupakan bagian dari sistem 

penanganan banjir Kawasan Jeneberang dengan sistem tertutup. Sedangkan rehabilitasi 

jalan sepanjang 2.010 meter dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan jalan di Jalan Tirta. 

Rehabilitasi jalan dan drainase ini menimbulkan dampak pembongkaran total terhadap 2 

unit bangunan diantaranya 1 unit bangunan hunian & berfungsi sebagai tempat usaha salon 

kecantikan dan 1 unit bangunan hunian kemudian terdapat 10 unit bangunan dan 2 

kios/tempat usaha mengalami pembongkaran sebagian atau pemotongan pada bangunan 

tambahan dibagian depan yang bersinggungan dengan garis sempadan jalan, dampak lain 

yang ditimbulkan oleh rencana pekerjaan ini berupa aksesibilitas warga yang terganggu. 

23. Pembangunan Ruang Terbuka Publik, merupakan kegiatan penataan bantaran 

Sungai Jeneberang di Kelurahan Tompobalang (segmen 1), dimaksudkan untuk mendukung 

visi kawasan yakni icon integrasi kawasan permukiman dengan kawasan bantaran sungai 

Jeneberang.  Dalam pelaksanaannya terdapat item-item kegiatan berupa pembangunan 

ruang terbuka publik yang ramah lingkungan, ramah disabel dan kelompok rentan lainnya 

(lansia, anak anak dan ibu hamil), proteksi kebakaran, pembangunan parking area, 

pembenahan lapangan untuk olahraga dimana  pembiayaannya akan didanai oleh Program 

KOTAKU-NSUP, untuk fasilitas umum penunjang lainnya pendanaannya berasal dari 

kolaborasi CSR, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Provinsi.  

24. Peningkatan Kualitas Permukiman (Pembangunan Jalan Lingkungan dan  Drainase). 

Selain beberapa kegiatan yang berada di lokasi bantaran Sungai Jeneberang juga dilakukan 

kegiatan peningkatan kualitas jalan dan drainase, proteksi kebakaran dan pekerjaan plat 

penutup drainase, dengan sumber pembiayaan dari KOTAKU-NSUP Skala Kawasan. Untuk 

rencana kegiatan pembangunan tersebut tidak memiliki dampak terhadap hunian dan asset 

warga lainnya juga utilitas umum.  
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Gambar 3.3. Before After Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

Before After 

  

Penataan sempadan sungai menjadi ruang terbuka publik melalui pembebasan sebagian area sempadan 

sungai untuk pemindahan 33 KK 

 

 

 

Rehabilitasi jalan di lingkungan permukiman, sebagai landmark penanganan di Kawasan Jeneberang 

Segmen 1 Tompobalang 

 

25. Selain kegiatan fisik juga dilakukan upaya pengembangan ekonomi masyarakat 

melalui kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan daur ulang sampah, 

pembentukan bank sampah, pengembangan tanaman hidroponik, dan berpartisipasi dalam 

kawasan kuliner.  

26. Rencana pengelolaan kegiatan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang akan  

dilakukan pemeliharaan infrastruktur kawasan dan akan dibentuk kelompok pemanfaat dan 

pemelihara (KPP) dengan melibatkan masyarakat sekitar termasuk warga terdampak, 

sehingga ada aturan bersama yang disepakati juga membuat agenda/rencana kerja KPP, 

dengan harapan bahwa pasca pelaksanaan kegiatan ada keberlanjutan yang dilakukan oleh 

masyarakat dengan senantiasa memelihara asset kegiatan sehingga asset yang telah 

dibangun bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. 
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BAB IV 

HASIL KAJIAN WARGA  TERDAMPAK PROYEK (WTP) 

 

A. Sensus WTP dan Asset  

27. Sensus WTP dilakukan pada warga di Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

yang terdampak rencana kegiatan pembangunan rehabilitasi drainase dan pedestrian di 

Jalan Tirta dimana terdapat WTP yang berjumlah 14 KK dan menempati 14 unit bangunan 

hunian.  

1.2. Kegiatan rehabilitasi drainase dan pedestrian yang berada di Jalan Tirta terdampak 

pada 14 unit bangunan dengan rincian 10 unit bangunan akan dilakukan pembongkaran 

sebagian atau pemotongan pada bangunan tambahan yang berada dibagian depan terdiri 

dari 2 unit kios/tempat usaha,  5 unit pagar, pemotongan 1 unit atap/kanopi, 2 unit dinding  

bangunan  serta terdapat 2 unit bangunan terdampak total atau harus dibongkar yaitu 1 

unit bangunan hunian dan berfungsi sebagai tempat usaha dan 1 unit bangunan hunian, 

sehingga akan dilakukan pemindahan atau relokasi terhadap 2 KK ini (2 KK relokasi secara 

sukarela/mandiri). 2 KK yang relokasi secara mandiri ini  atas nama Haeruddin dan Dg Bollo 

dimana Haeruddin akan pindah ke lahan kosong yang berada dibelakang rumahnya 

sementara Dg.Bollo akan pindah ke rumah keluarganya (Sudah dilengkapi dengan Surat 

pernyataan masing-masing WTP dan pemilik lahan juga keluarga Dg.Bollo yang akan siap 

menampung di rumahya). Selengkapnya bangunan dan warga terdampak kegiatan seperti 

tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1. Dampak Rencana Kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 

Tompobalang 

Uraian satuan 

Dampak Kegiatan 

Jumlah 
Total 

Pek. Jalan 
Beton 

Pek. Drainase 
U-Ditch 

Pek.  
Pedestrian 

Penataan 
RTP 

Bantaran 

Jumlah kepala keluarga KK - 14 - - 14 

Jumlah anggota keluarga Jiwa - 39 - - 39 

Jumlah bangunan hunian 
terdampak pemotongan 

Unit - 10 - - 10 

Jumlah bangunan tempat 
usaha terdampak sebagian  

Unit - 2 - - 2 

Jumlah bangunan hunian 
dan tempat usaha 
terdampak total 

Unit - 1 - - 1 

Jumlah bangunan hunian 
yang terbongkar total 

KK - 1 - - 1 

Jumlah KK relokasi mandiri KK - 2 - - 2 
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Tabel 4.2.  Daftar Aset Warga terkena Dampak 

No 
Nama Kepala 

Keluarga 
Usia 

Jenis 

Kelamin 

Jenis 

Bangunan 

Terdampak 

Komponen 

bangunan 

Terdampak 

Luas awal  

Asset 

terdampak 

(M2) 

Luas  

terdampak 

(M2) 

Luas sisa 

terdampak 

(m2)  

Keterangan/ 

Foto 

I Jalan Tirta 

01. Adam 48 L 

Bangunan 

hunian & 

Tempat  

Usaha 

Pagar Kios 200 7,5 192,5 

 

 

02. Haeruddin 36 L 

Bangunan 

hunian & 

Tempat  

Usaha 

Bangunan 

hunian & 

Tempat  

Usaha 

17,5 17,5 0 
 

 

03. 
Drs. Ramli 

Saleh 
47 L 

Bangunan 

hunian  
Pagar 30 19,8 10,2 

 

04. Dg. Bollo 56 P 
Bangunan 

Hunian 

Bangunan 

hunian  
24,50 24,5 0 

 
 

05. Mas Roy 36 L 
Tempat 

Usaha 

Kios/Temp

at usaha 
161 7,5 153,50 

 
 

06. Dg. Tompo 46 L 
Bangunan 

Hunian 

Atap 

Kanopi 
135 30.1 104,90 

 
 

07. Awaluddin  46 L 
Bangunan 

Hunian 
gudang 56 11,25 44,75 

 

08. Nurhaedah 49 P 
Bangunan 

Hunian 
Garasi 54 9,6 44,40 

 

09. Dg. Napia 59 P 
Bangunan 

Hunian 

Dinding 

Ruang 

Tamu 

40 10,56 29,44 

 

10. Nursinah 58 P 
Bangunan 

Hunian 
Pagar 110 8,8 101,20 

 

11. Misi Mudo 53 L 
Bangunan 

Hunian 
Pagar 90 3 87 
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No 
Nama Kepala 

Keluarga 
Usia 

Jenis 

Kelamin 

Jenis 

Bangunan 

Terdampak 

Komponen 

bangunan 

Terdampak 

Luas awal  

Asset 

terdampak 

(M2) 

Luas  

terdampak 

(M2) 

Luas sisa 

terdampak 

(m2)  

Keterangan/ 

Foto 

12. Abd. Azis ST 56 L 
Bangunan 

Hunian 
Pagar 142,50 19.4 123,10 

 

13. 

H . 

Syamsuddin 

AS 

45 L 
Bangunan 

Hunian 
Pagar 120 12 108 

 

14. Jumusiah 52 P 
Bangunan 

Hunian 
Gudang 98 10,8 87,20 

 
Sumber: Hasil Survey Lapangan, November 2019 
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Gambar 4.1. Peta Eksisting Rumah Terdampak 

 

 

  

NAMA WARGA TERDAMPAK 
DI JL. TIRTA : 
1. ADAM 

2. HAERUDDIN 
3. Drs. RAMLI SALEH 
4. DG. BOLLO 
5. MAS ROY 
6. DG. TOMPO 
7. AWALUDDIN 
8. NURHAEDAH 
9. DG. NAPIAH 
10. NURSINAH 
11. MISI MUDO 
12. ABD. AZIS, ST 
13. H. SYAMSUDDIN AS 
14. JUMUSIAH 
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B. Rumah Tangga Rentan   

28. Rumah Tangga Rentan meliputi rumah tangga yang masuk dalam kategori MBR, 

Kepala Keluarga Perempuan, Kepala Keluarga Lansia serta Keluarga yang tidak memiliki 

tanah atas tempat tinggalnya maupun aset lainnya. Warga terdampak untuk usia lanjut 

tidak ada yang terdampak, selain itu terdapat 3 (tiga) kepala keluarga perempuan yang 

rentan mengalami dampak penurunan ekonomi jika tidak mendapat perhatian dari 

pemerintah.  Dari hasil survey dan identifikasi di dapatkan terdapat 5 (lima) WTP merupakan 

keluarga MBR dengan penghasilan rata rata dibawah UMR Kab. Gowa yang ada di jalan tirta,  2 

WTP  yang terdampak 100 % semuanya tidak memiliki lahan/tanah akan tetapi setelah melalui 

proses rembug dengan Pemda 2 WTP ini sudah bersedia untuk pindah secara mandiri dimana 

WTP atas nama Haeruddin akan pindah ke lahan kosong yang berada di belakang rumahnya 

(Mundur dari posisi rumah yang sekarang) sementara WTP atas nama Dg. Bollo akan pindah ke 

rumah keluarganya . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini 

Tabel 4.3 Profil Kepala Keluarga Perempuan dan Lansia  

No Nama Usia 
Jenis 

Kelamin 
Pekerjaan 

Kepala 
Keluarga 

Perempuan 

Kepala 
Keluarga 

Lansia 

01. Dg. Bollo 56 P IRT √ - 

02. Nurhaedah 49 P IRT √ - 

03. Jumusiah 52 P IRT √ - 

 Total     3 - 

 

 

Tabel 4.4 Profil Kepala Keluarga MBR Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

No Nama Pekerjaan MBR Penghasilan/bulan 
(Rp) 

01 Haeruddin Swasta  Rp. 400.000,- 

02. Dg. Bollo IRT  Rp. 200.000,- 

03. Mas Roy Pedagang  Rp. 500.000,- 

04. Dg. Napia IRT  Rp. 500.000,- 

05. Jumusiah IRT  Rp. 1.000.000,- 

 

Sedangkan profil kelompok kepala keluarga laki laki produktif dengan usia dibawah 65 tahun 

seperti pada table dibawah:  

Tabel 4.5. Profil Kepala Keluarga Laki-laki dan Usia Produktif 

No Nama Usia 
Jenis 

Kelamin 
Pekerjaan 

01. Adam 48 L TNI 

02. Haeruddin 36 L Salon 

03. Drs. Ramli Saleh 47 L ASN 

04. Mas Roy 36 L Pedagang Ayam 

05. Dg. Tompo 46 L Kepala Pasar 

06. Awaluddin  46 L TNI 

07. Misi Mudo 53 L TNI 

08. Abd. Azis ST 56 L ASN 

09. H. Syamsuddin AS 45 L ASN 
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Tabel 4.6. Daftar  WTP dan Asset Terkena Dampak 

 

No Nama Alamat (RT/RW) 
Jumlah 
anggota 
Keluarga 

Jenis asset 
terdampak 

Fungsi asset 
terdampak 

Luas awal 
aset 

terdampak 

Volume/Luas 
Terdampak 

Rencana 
Penanganan 

Luas sisa 
terdampak 

(m2) 

Prosentase 
luas sisa 

terdampak 
(%) 

Status hak 
Atas 

Tanah 
terdampak 

P x L 
Luas 
(m2) 

Tidak pindah Pindah 

 Jalan Tirta             

1. Adam Jl. Tirta RT 02/RW 04 3 org Tempat Usaha Pagar Kios 200 (2,5x3) 7,5 Tidak pindah - 192,5 96,25 Milik Pemda 

2. Haeruddin Jl. Tirta RT 02/RW 04 - 
Tempat Usaha 

(Salon) 
Tempat usaha 

dan hunian 
17,5 3,5 x 5 17,5 - Pindah 0 0 Milik Pemda 

3. Drs.Ramli Saleh Jl. Tirta RT 02/RW 04 - Rumah  Pagar 30 11 19,8 Tidak pindah - 10,2 34,00 Milik Pemda 

4 Dg. Bollo Jl. Tirta RT 02/RW 04 3 org Rumah Rumah 24,50 (7x3,5) 24,5 - Pindah 0 0 Milik Pemda 

5 Mas Roy Jl. Tirta RT 02/RW 04 - 
Tempat Usaha 
(Kios) 

Dinding 
warung 

161 (3 x 2,5) 7,5 Tidak pindah - 153,50 95.34 Milik Pemda 

6 Dg. Tompo Jl. Tirta RT 02/RW 04 1 org Rumah 
Bangunan, 

Atap/Kanop 
135 (15,05 x 2) 30.1 Tidak pindah - 104,90 77,70 Milik Pemda 

7 Awaluddin Jl. Tirta RT 02/RW 04 4 org Rumah Gudang 56 (7,5x1,5) 11,25 Tidak pindah - 44,75 79,91 Milik Pemda 

8 Nurhaedah Jl. Tirta RT 02/RW 04 1 org Rumah  Garasi 54 (6,4 x 1,5) 9,6 Tidak pindah - 44,40 82,22 Milik Pemda 

9 Dg. Napiah Jl. Tirta RT 02/RW 04 3 org Rumah  
Dinding 
Bambu 

40 (6,6x1,6) 10.56 Tidak pindah - 29,44 73,60 Milik Pemda 

10 Nursinah Jl. Tirta RT 02/RW 04 - Rumah Pagar 110 8,8 8.8 Tidak pindah - 101,20 92.00 Milik Pemda 

11 Misi mudo Jl. Tirta RT 02/RW 04 3 org Rumah Pagar 90 3 3 Tidak pindah - 87 96,67 Milik Pemda 

12 Abd. Azis, ST Jl. Tirta RT 02/RW 04 - 
Rumah 
 

Pagar Besi 142,50 19,4 19.4 Tidak pindah - 123,10 86,39 Milik Pemda 

13 H.Syamsuddin, AS Jl. Tirta RT 02/RW 04 3 org Rumah Pagar 120 12 12 Tidak pindah - 108 90.00 Milik Pemda 

14 Jumusiah Jl. Tirta RT 02/RW 04 4 org Rumah Gudang 98 8,3 x 1,3 10.8 Tidak pindah - 87,20 88,98 Milik Pemda 

 JUMLAH     1.278,50  112,65 
12 KK 

 tidak pindah 
2 KK Relokasi 

mandiri.  
1.086,19   
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Jumlah warga terkena dampak berjumlah 14 (empat belas )  Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 64% 

KK laki-laki (9 KK) dan 36% KK perempuan (5 KK).  Secara rinci profil warga terkena dampak 

ditinjau dari usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada table di bawah ini (Hasil rekapan profil dari 

tabel 4.5). 

Tabel 4.7 Profil Warga Terdampak dari Kelompok Usia  

Uraian Satuan 

Sub Proyek/Kegiatan 

Jumlah 
 

Pek. Drainase 
(jl.Tirta, Jl.Poros 

terminal) 

Pek. Jalan Beton 
(jl.Tirta-Poros 

terminal) 

Pedestrian 
(jl.Tirta, Jl.Poros 

terminal) 

Pek. RTP  
( Bantaran 

Sungai 
jeneberang) 

Jumlah warga terdampak 
kelompok usia: 
Usia < 5 tahun 
usia 5 - 15 tahun 
16 - 64 tahun 
 usia>64 tahun 

 
 

Jiwa 
Jiwa 
Jiwa 
Jiwa 

 
 

1 
10 
28 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

1 
10 
28 
-  

Sumber : Data Primer, sudah diolah, November 2019 

 

Pekerjaan Mata Pencaharian 

29. Dari 14  kk  warga terdampak proyek,  mata pencahariannya adalah sebagai ibu rumah 

tangga sejumlah 3  KK yaitu  21%, sedangkan 4 KK atau 28% mempunyai mata pencaharian 

sebagai wiraswasta dan Karyawan Swasta, 23 % atau 3 KK TNI/POLRI dan  28% atau 4 KK adalah 

ASN. 

Tabel 4.8. Pekerjaan Warga Terkena Dampak  

No. Pekerjaan Jumlah (KK) Prosen 

01. Buruh/Tenaga harian lepas 3 21 % 

02. 
Wiraswasta/Karyawan 

Swasta 
4 

28 % 

03. ASN 4 28 % 

04. TNI/POLRI 3     23 % 

                                               Sumber: Data Primer, sudah diolah, November 2019 

 

C. Pendapatan Keluarga WTP   

30. Penghasilan Rata Rata 14 kepala keluarga warga terdampak proyek per bulan dalam 

kisaran Rp. 200.000 - Rp. 4.000.000-. Terdapat 9 KK yang mempunyai pendapatan di atas rata rata 

UMR, sementara itu sejumlah 5 KK masih berada di bawah Upah Minimum Regional Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2019 yaitu penghasilan dengan dibawah Rp. 3.103.800, (berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1450/XI/2019 Tanggal 30 Oktober 

2019. UMR Kab. Gowa masih mengikuti Upah Minimun Provinsi Sulawesi Selatan).  

Dilihat dari besarnya penghasilan perbulan untuk 14 WTP (14 KK) terdapat 5 KK masuk golongan 

MBR atau dengan penghasilan dibawah UMR, sedangkan 9 KK lainnya sudah berpenghasilan 
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diatas UMR atau masuk kategori Non-MBR. Secara rinci kondisi pendapatan WTP seperti terlihat 

pada table di bawah ini : 

Tabel 4.9 Profil Ekonomi Kepala Keluarga Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

No Nama Pekerjaan Katergori Penghasilan/bulan 
      (Rp) MBR Non MBR 

01. Adam TNI /PNS -  Rp. 3.600.000,- 

02. Haeruddin Swasta  - Rp. 400.000,- 

03. Drs. Ramli Saleh PNS -  Rp. 4.000.000,- 

04. Dg. Bollo IRT  - Rp. 200.000,- 

05. Mas Roy Pedagang  - Rp. 500.000,- 

06. Dg. Tompo Kepala pasar -  Rp. 5.000.000,- 

07. Awaluddin  TNI -  Rp.3.500.000,- 

08. Nurhaedah IRT -  Rp. 3.300.000,- 

09. Dg. Napia IRT  - Rp. 500.000,- 

10. Nursinah PNS -  Rp. 3.400.000,- 

11. Misi Mudo TNI -  Rp. 3.500.000,- 

12. Abd. Azis ST PNS -  Rp. 4.000.000,- 

13. H. Syamsuddin AS PNS -  Rp. 4.000.000,- 

14. Jumusiah IRT  - Rp. 1.000.000,- 

 JUMLAH  5 KK 9 KK  

 

Tabel 4.10 Rekap Profil Ekonomi Warga Segmen 1 Tompobalang 

Uraian Satuan 

Sub Proyek/Kegiatan 

Jumlah 

Pek. 
Drainase 
(jl.Tirta, 
Jl.Poros 

terminal) 

Pek. 
JalanBeton 

(jl.Tirta, 
Jl.Poros 

terminal) 

Pedestrian 
(jl. Tirta 
Jl.Poros 
terminal 

Pek. RTP  
(Bantaran 

Sungai 
jeneberang) 

1. Jenis Pekerjaan: 
- Buruh/pekerja harian 
- Pedagang 
- Guru/pegawai tetap 
- Wiraswasta 
- Tidak bekerja 
- Pensiunan 
- Pelajar 

 
Jiwa 
Jiwa 
Jiwa 
Jiwa 
Jiwa 
Jiwa 
Jiwa 

 
1 
1 
7 
3 

17 
- 

10 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 
1 
7 
3 

17 
- 

10 

2. Jumlah penghasilan rumah 
tangga per bulan: 

- <Rp 1 Juta 

- Rp 1 Juta–<Rp 2 juta 

- Rp 2 juta– <Rp 3 juta 

- diatasRp 3 juta 

 
 
     KK 

KK 
KK 
KK 

 
 
       4 

1 
- 
9 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
       4 

1 
- 
9 

Sumber : Survey Data Lapangan, November 2019 

 

D. Perspektif Gender. 

31. Kegiatan penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang di bantaran sungai 

Jeneberang dan jalan tirta diharapkan tidak hanya diikuti secara aktif oleh kelompok laki laki 

namun juga dapat diharapkan mendorong partisipasi warga perempuan yang ada dikelurahan 
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Tompobalang. Dari 14 KK warga terkena dampak proyek terdapat 5 KK merupakan perempuan 

dan juga sebagai kepala Keluarga Perempuan. Kaum perempuan yang berusia produktif tersebut 

terlibat dalam proses kegiatan KOTAKU, seperti sosialisasi dan musyawarah untuk perencanaan, 

serta musyawarah khusus warga terkena dampak untuk memutuskan kesepakatan 

pembongkaran bangunan (dokumentasi terlampir). 

Tabel 4.11 Profil Gender Warga Terdampak Segmen 1 Tompobalang 

Uraian Satuan 

Sub Proyek/Kegiatan 

Jumlah 
 

Pek. Drainase 
(jl.Tirta, Jl.Poros 

terminal) 

Pek. JalanBeton 
(jl.Tirta, Jl.Poros 

terminal) 

Pedestrian 
(jl.Tirta, Jl.Poros 

terminal 

Pek. RTP 
(Bantaran 

Sungai 
jeneberang) 

Jumlah kepala keluarga KK 14 - - - 14 

Jumlah kepala keluarga 
perempuan 

KK 5 - - - 5 

Jumlah warga perempuan Jiwa 25 - - - 25 

Jumlah warga perempuan 
kelompok usia: 
-  usia< 5 tahun 
- usia 6 - 15 tahun 
- usia 16 - 64 tahun 
- usia>64 tahun 

 
 

Jiwa 
Jiwa 
Jiwa 
Jiwa 

 
 

1 
10 
28 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

1 
10 
28 
- 

 Sumber: Data survey lapangan sudah diolah, November 2019 

Dari 14 KK warga terkena dampak (WTP) di jalan tirta termasuk ada 1 kepala keluarga perempuan 

yang bangunan huniannya terdampak 100% yaitu Dg. Bollo dimana yang bersangkutan bersedia 

pindah secara sukarela/mandiri ke rumah keluarganya dimana lokasinya berada denkat dengan 

rumah yang dia tinggali saat ini sehingga manfaat lebih besar yang akan diperoleh terutama akan 

meningkatkan akses untuk kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan/infrastruktur disekitar tempat 

tinggal mereka. 

32. Kesamaan dalam komunitas suku bangsa, hubungan sosial dan budaya mempererat 

hubungan kekerabatan warga. Keberadaan BKM Nirannuang dan komunitas pedagang di 

kelurahan Tompobalang dapat meningkatkan kebersamaan warga, hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya kegiatan masyarakat yang dilakukan secara teratur, seperti arisan kaum 

bapak, arisan kaum ibu/PKK, pengajian, kerja bakti/gotong royong satu bulan sekali, 

partisipasi warga yang cukup tinggi dalam kegiatan musyawarah warga.  

 

E. Inventarisasi Aset Terdampak 
 

33. Jenis-jenis aset yang terdampak dalam rencana kegiatan ini berupa bangunan di 

Jalan Tirta terdiri dari asset terdampak 14 unit bangunan, dimana terdiri dari 12 bangunan 

terdampak sebahagian sedangkan 2 bangunan terdiri 1 hunian serta 1 salon sekaligus 

sebagai hunian terdampak total. Bangunan yang berada di jalan Tirta sebanyak 14 unit 

merupakan bangunan tambahan yang dibangun dilahan sempadan jalan atau di atas 

drainase milik pemda diantaranya ada 9 unit bangunan permanen dan 5 unit tidak 
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permanen. Bagian bangunan tambahan rumah yang terdampak berupa pagar rumah 5 unit, 

dinding/ rumah 2 unit, kios/ warung 3 unit, atap rumah 1 unit dan gudang/garasi 3 unit. 

Aset-aset warga yang terdampak dari kegiatan penataan sub Kawasan Jeneberang Segmen 1 

Tompobalang dapat dilihat dalam tabel 4.6 diatas. 

 

Tabel 4.12 Aset Terdampak Segmen 1 Tompobalang 

Sumber: Data survey lapangan 

Keterangan:  TS : Terdampak sebagian TT: Terdampak Total 

 

F. Kajian Sosial Ekonomi 

34. Penilaian Kehilangan Asset, berdasarkan data yang didapatkan melalui survey dan 

sensus kepada WTP di Jalan Tirta terdapat asset yang terdampak, ada 14 unit bangunan  

dimana asset bangunan hunian terdampak sebagian sebanyak 10 unit kemudian terdapat 2 

Unit Bangunan hunian yang berfungsi juga sebagai tempat usaha yang terdampak sebagian 

dan ada juga  terdampak total 100% sebanyak 2 unit bangunan hunian sebagai tempat 

usaha dengan konstruksi tidak permanen.  

G. Kajian kehilangan tempat usaha.  

35. Kegiatan rehabilitasi jalan dan drainase di jalan Tirta mengakibatkan 2 unit tempat 

usaha terdampak Sebagian (tidak pindah) atas nama Adam dan Mas Roy, kemudian 

terdapat 1 unit tempat usaha sekaligus berfungsi sebagai bangunan hunian terdampak total 

(pindah) atas nama Haeruddin, semua unit bangunan tersebut berada di pada area 

sempadan jalan dan merupakan lahan milik pemerintah daerah. Untuk skenario tempat 

usaha yang kena dampak 1 unit bangunan kios/tempat usaha milik Adam akan menata 

Uraian Satuan 

Pek. Drainase 
(jl.Tirta, Jl.Poros 

terminal)   

Pek. Jalan 
Beton 

(jl.Tirta, 
Jl.Poros 

terminal) 

Pedes 
trian 

(jl.Tirta, 
Jl.Poros 
terminal 

Pek. RTP 
( Bantaran 

Sungai 
jeneberang) 

Jumlah 

TS TT TS TT TS TT TS TT TS TT Total 
1.Jumlah bangunan    hunian/ 

rumah terdampak: 
- Permanen 
- Semi permanen 
- Tidak permanen 

 
 

Unit 
Unit 
Unit 

 
 

10 
- 
- 

 
 
- 
- 
1 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

10 
- 
- 

 
 
- 
- 
1 

 
 

10 
- 
1 

2. Bangunan hunian sebagai 
tempat usaha: 
- Permanen 
- Semi permanen 
- Tidak permanen 

 
 

Unit 
Unit 
Unit 

 
 

- 
- 
2 

 
 

- 
- 
1 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 

- 
- 
2 

 
 

- 
- 
1 

 
 
- 
- 
3 

3. Sarana Bangunan yang 
terdampak:  

- Pagar 
- Dinding rumah 
- Atap 
- Lahan 

 

 
 

m2 
m2 
m2 
unit 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

 70,6 
3,3 

30,1 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

70,6 
3,3 

- 
- 
 

 
 
- 
- 

30,1 
- 
 

 
 

70,6 
3,3 

30,1  
- 
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kiosnya dengan menempatkan tempat usahanya yang baru bergeser masuk kelokasi 

bangunan utamanya, sedangkan 1 unit kios/tempat usaha jual ayam potong milik Mas Roy 

yang terdampak pemotongan dinding bangunan tidak mempengaruhi keberlangsungan 

usahanya karena akan memundurkan lokasi tempat usahanya, sementara 1 unit tempat 

usaha yang berfungsi sebagai bangunan hunian atas nama Haeruddin  yang terdampak 100 

% atau akan dibongkar bangunannya untuk dimundurkan menempati lahan kosong yang 

ada dibelakang rumahnya dimana pemilik lahan tersebut atas nama Muh. Saleh Tawang 

sudah sepakat menerima haeruddin kemudian untuk sementara usaha salon kecantikan 

yang dikelola haeruddin akan bergabung dulu di tempat usaha temannya. 
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BAB V 

HASIL KAJIAN LEGALITAS TANAH DAN HAK ATAS TANAH 
 

A. Ketentuan Hukum Terkait Penyediaan Tanah 

36. Rencana penataan sub Kawasan Tompobalang yang memerlukan pengadaan lahan 

adalah penataan di bantaran sungai Jeneberang yang diperuntukkan sebagai area public 

olahraga terpadu. Sedangkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan drainase akan 

menggunakan lahan eksisting. Tanah yang digunakan sebagai hunian dibantaran sungai yang 

pengelolaannya berada di bawah kewenangan BBWS Jeneberang. Pengadaan lahan untuk 

penataan bantaran sungai di lakukan dengan permohonan ijin pakai oleh Pemerintah 

Kabupaten Gowa kepada BBWS Jeneberang. Kajian hukum legalitas tanah dan hak atas 

tanah dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 5.1.  Ketentuan dan Hukum terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

No Ketentuan dan Hukum Tentang 

1  UU No.2 Tahun 2012,  
Tentang pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum 

Pasal 7 
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
diselenggarakan sesuai dengan:  
a) Rencana Tata Ruang Wilayah;  
b) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;  
c) Rencana Strategis; dan  
d) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. 

Pasal 9 
(2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan 
pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil 

Pasal 10 
Tanah untuk kepentingana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
digunakan untuk pembangunan  
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, 
serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status 
sewa;    

  Pasal 36 
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:  
a. uang;  
b. tanah pengganti;  
c. permukiman kembali;  
d. kepemilikan saham; atau  
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak 

2. Peraturan Presiden No. 62 
tahun 2018, tentang 
Penanganan dampak sosial 
kemasyarakatan dalam 
rangka penyediaan tanah 
untuk pembangunan 
nasional.  

Pasal 3  
(1) Pemerintah melakukan penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 

kepada masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk 
pembangunan nasional ……… 

(2) Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah 
negara atau tanah yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah, 
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 

Pasal 6 
Masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana 
dimaksud ……diberikan santunan berupa uangsantunan atau relokasi 

Pasal 8  
(3) Besarnya  nilai santunan sebagaimana dimaksud …..dihitung 
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berdasarkan penilaian pihak independent dengan memperhatikan: 
a. Biaya pembersihan segala sesuatu yang berada diatas tanah 
b. Mobilisasi 
c. Sewa rumah paling lama 12 bulan dan atau 
d. Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah 

3. Permen ATR No. 6 Tahun 
2020 tentang ketentuan 
pelaksanaan Perpres 62 
tahun 2018 

Pasal 17 (2) : 
Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah sebagaimana 
dimaksud pada huruf (d) meliputi : 
a. Biaya pengganti bangunan dan 
b. Tanam tumbuh 

 

B. Hasil Kajian Status Legalitas Tanah WTP.  

37. Secara umum masyarakat terdampak disekitar lokasi proyek adalah warga asli 

kelurahan Tompobalang, kecuali 1 WTP yang tidak ber KTP Gowa yaitu Dg Nangga. 

Keberadaan warga terdampak menempati lokasi saat ini sudah cukup lama sampai 10 tahun 

dengan status penggarap tanpa izin dan tanpa surat penguasaan atas tanah. Legalitas tanah 

WTP yang berada di area sempadan sungai Jeneberang Kelurahan Tompobalang adalah 

tanah Pemerintah yang dikelola BBWS Jeneberang, sehingga dengan demikian WTP yang 

bermukim di lokasi tersebut tidak memiliki alas hak atas tanah yang mereka tempati. 

Sedangkan WTP yang berada di Jl. Tirta, bangunan hunian utama berada diatas tanah milik, 

namun untuk asset yang terdampak merupakan bangunan tambahan yang melanggar Garis 

Sempadan Bangunan (GSB) dan berada pada lahan milik Pemda.  

Tabel 5.2 Rekapitulasi Status kepemilikan Tanah WTP 

No URAIAN 
Pembangunan 

RTP 

Rehabilitasi Jalan dan 
Drainase Sekunder 

01. Jumlah bangunan rumah & tempat usaha 
terdampak (unit) 

- 14 Unit 

02 Status kepemilikan tanah:   

 WTP dengan hak SHM - - 

 WTP penggarap tanpa hak atas tanah -  14 bidang 

03. Luas total bidang tanah terkena dampak: 
- Hak milik 
- Tanpa alas Hak (penggarap tanpa ijin) 

 
- 
- 

 
- 

112,65 m2 

    Sumber: Data Primer, survey lapangan, bulan November Tahun 2019 



 

40 

 

BAB VI 

KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK 

 

A. Sosialisasi.  

38. Proses kegiatan awal dari program Kotaku dimulai dengan kegiatan sosialisasi oleh 

Pemerintah Kabupaten Gowa, Pemerintah Kelurahan Tompobalang, masyarakat Kelurahan 

Tompobalang dan para pihak terkait seperti lembaga swasta yang ada. Tim Koordinator kota 

dan fasilitator memiliki peran besar dalam memfasilitasi para pihak dalam pelaksanaan 

program KOTAKU. Lembaga BKM yang dibentuk oleh masyarakat memiliki peran dalam 

melakukan sosialisasi pengelolaan program kepada masyarakat dan para pihak 

dikelurahannya. Sosialisasi di tingkat masyarakat terkait dengan rencana penataan Kawasan 

Jeneberang Segmen 1 Tompobalang telah dilakukan beberapa kali dipimpin langsung oleh 

Pokja. Penjelasan dari Pemerintah Daerah telah meyakinkan masyarakat mengenai rencana 

penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang dan masyarakat berkesempatan 

untuk memberikan gagasan dan masukkan terkait kebutuhan penataan.  

 
B. Rembug dan Konsultasi, 

39. Rembug dan konsultasi adalah proses partisipatif keterlibatan warga dalam 

menyepakati keputusan rencana penataan kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang 

sebagai kawasan yang diprioritaskan pembangunannya, antara lain pada tabel di bawah ini. 

Tabel 6.1.  Rekapitulasi Sosialisasi, Rembug dan Konsultasi 

No Tanggal Lokasi Topik Bahasan Tindaklanjut 
Jumlah 

Peserta 
Unsur Peserta 

01. 22 Maret 

2019 

Sekolah Sungai 

BBWS 

Jeneberang 

Sosialisasi 

kesiapan 

masyarakat 

kegiatan skala 

Kawasan 

Akan dilakukan sosialisasi 

berikutnya terkait konsep 

design dan nilai 

penggantian untung 

warga terdampak 

38 Org Pemda/OPD :2 org 

Tokoh masyarakat : 11 org 

WTP : 20 org 

Pendamping Kotaku: 3 org 

TMC : 2 org 

 

02. 28 Mei 

2019 

Kantor Lurah 

Tompobalang 

Paparan 

Rencana 

Penataan 

Kawasan 

Kumuh   

Tompobalang 

- Lokasi SK Kumuh Bupati 

di sosialisasikan ke 

RT/RW setempat  

- Kesepakatan hak dan 

kewajiban dalam 

pembangunan RTH, Jalan 

dan jaringan drainase 

15 Org 

 

Pemda/OPD : 2 org 

Tokoh masyarakat : 1 org 

WTP : 10 org 

Pendamping Kotaku: 1 org 

TMC : 1 org 

 

03. 23 Juli 

2019 

Sekolah Sungai 

BBWS 

Jeneberang 

Paparan 

Rencana 

Penataan 

Kawasan 

Kumuh    

Tompobalang 

- Lokasi SK Kumuh Bupati 

di sosialisasikan ke 

RT/RW setempat  

- Kesepakatan hak dan 

kewajiban dalam 

penataan RTH. 

38 Org Pemda/OPD : 2 org 

Tokoh masyarakat : 5 org 

WTP : 26 org 

Pendamping Kotaku: 3 org 

TMC : 2 org 
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04. 16 

Desember 

2019 

Pelataran 

Warkop 

Makkawang 

Sosialisasi 

mengenai 

Pengamanan 

Dampak Sosial 

& rencana 

relokasi 

Kesepakatan terkait 

pengamanan dampak  

sosial juga kesepakatan 

bersama mengenai nilai 

ganti untung dan lokasi 

relokasi sementara. 

20 Org Pemda/OPD : 5 org 

Tokoh masyarakat : 2 org 

WTP : 11 org 

Pendamping Kotaku: 1 org 

TMC : 1 org 

05 30 Januari 

2020 

Penyepakatan 

nilai 

kompensasi 

WTP 

Sosialisasi 

penyepakatan 

kompensasi  

Surat pernyataan 

kesepakatan kompnesasi 

masing masing WTP  

25 org Pemda/OPD : 2 org 

Tokoh masyarakat : 2 org 

WTP : 20 org 

Pendamping Kotaku : 1 

org 

06 5 Maret 

2020 

Penyepakatan 

relokasi WTP 

Sosialisasi 

rencana 

reloaksi WTP 

ke huntara dan 

huntap 

Penyepakatan relokasi  23 org Pemda/OPD : 2 org 

Tokoh masyarakat : 2 org 

WTP : 18 org 

Pendamping Kotaku : 1 

org  

07 10 April 

2020 

Area 

permukiman 

WTP 

Sosialisasi dalam 

Penyiapan WTP 

dalam 

implementasi 

rencana aksi 

relokasi 

- Kesiapan WTP untuk 

direlokasi ke Huntara 

- Penyampaian waktu 

pelaksanaan 

pemindahan 

- Menyepakati 

pembagian ruang 

tempat hunian 

sementara untuk 

masing masing KK 

sesuai dengan 

pengaturan ruangan 

yang sudah didesain 

oleh Pemda . 

29 Org Pemda/OPD : 3 org 

Tokoh masyarakat : 4 org 

WTP : 18 org 

Pendamping Kotaku: 4 org 

08 6 Mei 

2020 

Area 

permukiman 

WTP 

Kesepakatan 

pembongkaran 

Bangunan 

WTP 

- Menyepakati jadwal 

pembongkaran 

bangunan WTP 

- - Jadwal pembongkaran 

disepakati setelah 

pemindahan WTP ke 

lokasi huntara 

28 Org Pemda/OPD : 4 org 

Tokoh masyarakat : 3 org 

WTP : 17 org 

Pendamping Kotaku: 4 org 

09 28 

Februari 

2021 

Kantor Lurah 

Tompalang 

dan 

Permukiman 

WTP 

Sosialisasi hasil 

Penilaian KJPP 

dan Penanda-

tanganan 

Persetujuan 

Nilai 

Kompensasi 

Asset WTP 

- Kesepakatan dan 

Pernyataan Warga 

Terdampak Proyek 

(WTP) 

25 Org Pemda/OPD : 5 Org 
Tokoh Masyarakat : 2 
Orang 
WTP : 14 Orang 
TMC : 2 Orang 
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C. Konsultasi dan Rembug Warga,  

40. Kegiatan konsultasi berlangsung dalam pelaksanaan penataan Kawasan Jeneberang 

Segmen 1 Tompobalang berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan konsultasi dan 

rembug warga ini merupakan salah satu kegiatan untuk meminimalisir risiko dampak buruk 

berupa ketidakpuasan WTP, karena kurangnya pemahaman warga terhadap program. 

Partisipasi warga dalam proses penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang akan 

sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program. Berita acara pada saat sosialisasi, 

publikasi dan rembug warga terhadap pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan Jeneberang 

Segmen 1 Tompobalang terlampir. 

Gambar 6.1. Diskusi Publik Rencana Aksi Penataan Sub Kawasan Tompobalang 
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BAB VII 

PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI 
 

A. Penilaian Aset.  

41. Penilaian aset-aset warga yang terdampak telah dilakukan rembug dengan warga 

pemilik asset yang kena dampak dengan kesepakatan akan dilakukan oleh Tim Independen 

dengan menunjuk Jasa Penilai/Tim Appraisal/KJPP dari PUNG’S ZULKARNAIN DAN REKAN 

yang beralamat Jalan Nangka V Blok G2  No. 27 Pamulang  Estate, Pamulang Timur 

Tangerang Selatan, yang bekerjasama Pemerintah Kabupaten Gowa yang  telah dituangkan 

dalam perjanjian Kerjasama No. 02/SP/PERKIMTAN/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 , 

dengan  lamanya waktu pelaksanaan penilaian selama 20 (Dua Puluh) hari kalender mulai 

dari 08 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021.  Salah satu tugas Jasa Penilai/Tim 

Appraisal/KJPP adalah melakukan penilaian terhadap bangunan dan asset WTP yang 

terdampak termasuk sarana dan prasarananya sesuai nilai Standarisasi Harga Satuan Barang 

dan Jasa Konstruksi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gowa Nomor: 753/XII/2018, 

dimana hasil penilaian aset WTP terdampak akan dirembugkan dengan WTP untuk 

menghasilkan kesepakatan.  

Secara lengkap penilaian asset WTP ini bisa dilihat pada tabel 7.5. 

 
B. Keberhakan Warga Terdampak  

42. Keberhakan warga terdampak telah dilakukan konsultasi dan rembug antara warga 

terdampak dengan Pemda Kabupaten Gowa, menghasilkan kesepakatan bersama sehingga 

14 KK yang terdampak berhak mendapatkan kompensasi berupa bantuan penggantian 

bangunan/aset yang terdampak dari pemerintah kabupaten Gowa. Penggantian atas tanah 

tidak diberikan karena hak atas tanah adalah tanah milik Pemda Kabupaten Gowa.  

Bangunan yang terdampak total berada di area bantaran sungai tepatnya di Jalan Tirta 

sebanyak 2 unit (1 unit tempat usaha salon kecantikan dan 1 unit bangunan hunian). Selain 

bangunan terdampak total terdapat 12 unit bangunan lainnya yang mengalami dampak 

pemotongan Sebagian bangunan dan tidak sampai harus dipindah, diantaranya 10 unit 

bangunan hunian dan 2 unit merupakan tempat usaha/kios 

Pemindahan atau relokasi mandiri WTP yang berjumlah 2 KK adalah atas nama Haeruddin 

dan Dg. Bollo. Rencana pemindahan telah dirembugkan dengan WTP dengan kesepakatan 

pemindahan dilakukan secara mandiri dengan mendapat bantuan penggantian dari 

Pemerintah Kabupaten Gowa. Lokasi pemindahan 1 WTP atas nama Haeruddin akan pindah 

ke lahan milik keluarga yang lokasinya berada dibelakang rumah yang ditempati saat ini, 

sedangkan 1 KK atas nama Dg. Bollo sepakat untuk pindah ke rumah saudaranya atas nama 

Zainuddin Langke alamat rumahnya berada di Jalan Tirta. Rencana penanganan WTP adalah 

seperti pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 7.1 Rekapitulasi Rencana Penanganan WTP Jalan Tirta 

No. Uraian Satuan Volume 

1 KK terdampak KK 14 

2 Terdampak Bangunan Hunian :   

 - Terdampak Total Unit 1 

 - Terdampak sebagian unit 10 

3. Terdampak Bangunan Hunian & Tempat Usaha   

 - Terdampak Total Unit 1 

 - Terdampak sebagian unit 2 

4. Relokasi Pemda : KK - 

5. Relokasi Mandiri KK 2 

6. Kompensasi dalam bentuk:   

 - Penggantian asset terdampak Unit 14 

 - Batuan sosial  Unit - 

 - Bantuan Pemulihan Ekonomi KK - 

 

Kemudian keberhakan warga terdampak dijelaskan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 7.2 Tabel Keberhakan WTP dan Kompensasi dari Pemda 

Objek Terdampak Jumlah Keberhakan Kompensasi dari PEMDA 

Bangunan Hunian 
yang terdampak total 
akibat Rehabiltasi 
Jalan dan Drainase di 
Jalan Tirta 

1 Unit  (1 KK) : 
 
 Dg. Bollo 

 

- Mendapatkan penggantian 
sesuai nilai bangunan 
terdampak  

- Pembongkaran dan pemilikan 
material bongkaran yang layak 
pakai. 

- Bantuan pengangkutan ke 
lokasi yang sudah disiapkan 
pihak keluarga. 

- Memberikan santunan berdasarkan 
penilaian KJPP  

- Membantu membuka akses WTP 
untuk bisa dipekerjakan pada 
proyek selama masa pekerjaan 
konstruksi berlangsung. 

Bangunan sebagai 
tempat usaha 
sekaligus hunian yang 
terdampak total 
akibat Rehabiltasi 
Jalan dan Drainase di 
Jalan Tirta 
(Salon Kecantikan) 

1 Unit, (1 KK) : 
 
 Haeruddin 
 

- Mendapatkan penggantian 
sesuai nilai struktur bangunan 
terdampak  

- Pembongkaran dan pemilikan 
material bongkaran yang layak 
pakai. 

- Bantuan pengangkutan ke 
lokasi lahan kosong dibelakang 
rumah 

- Bantuan untuk peningkatan 
usaha (penghidupan) 

- Memberikan santunan berdasarkan 
penilaian KJPP  

- Membantu membuka akses WTP 
untuk bisa dipekerjakan pada 
proyek selama masa pekerjaan 
konstruksi berlangsung. 

- Memberikan bantuan peningkatan 
usaha dari program Pemda yang 
ada. 

Tempat Usaha 2  Unit 2 KK : 
1. Adam (Pindah ke 

bangunan utama) 
2. Mas Roy (mundur  

kebelakang) 
 

- Mendapatkan penggantian 
sesuai nilai struktur bangunan 
terdampak  

- Bantuan pembongkaran dan 
kepemilikan material 
bongkaran yang layak pakai.  

- Bantuan untuk peningkatan 
usaha (penghidupan)  

- Memberikan santunan berdasarkan 
penilaian KJPP  

- Membantu membuka akses WTP 
untuk bisa dipekerjakan pada 
proyek selama masa pekerjaan 
konstruksi berlangsung. 

- Memberikan bantuan peningkatan 
usaha dari program Pemda yang 
ada. 
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Objek Terdampak Jumlah Keberhakan Kompensasi dari PEMDA 

Bangunan terdampak 
sebagian seperti: 
Pagar, atap dinding 
seng 

A. Pagar : 
6 Unit (6 KK) : 

1. Ramli 
2. Nursinah 
3. Misi Mudo 
4. Azis Dg.Mundu 
5.  Syamsuddin Dg. 

Ngawing 
6. Abd. Azis 

B. Atap,dinding 3 unit 
(3 KK) : 

1. Dg Tompo (Dinding 
Seng tidak permanen) 

2. Dg. Napiah 
3. Awaluddin 

- Mendapatkan penggantian 
sesuai nilai struktur bangunan 
terdampak  

- Bantuan Pembongkaran dan 
pemilikan material bongkaran 
yang layak pakai. 

- Bantuan untuk peningkatan 
usaha (penghidupan) 

  
 

- Memberikan santunan untuk 
biaya perbaikan bangunan yang 
terkena dampak sehingga 
berfungsi baik. 

- Bantuan biaya pembongkaran 
dan pemilikan material 
bongkaran yang layak pakai 
untuk WTP  

Garasi seng tidak 
permanen  

1 Unit, (1 KK) : 
 
Nurhaedah 

 

- Mendapatkan penggantian 
sesuai nilai struktur bangunan 
terdampak  

- Bantuan Pembongkaran dan 
pemilikan material bongkaran 
yang layak pakai. 

- Bantuan untuk peningkatan 
usaha (penghidupan) 

  
 

- Memberikan penggantian atau 
santunan sesuai penilaian KJPP 

- Memberikan hak memiki atas 
material bongkaran yang layak 
pakai yang dilakukan sendiri oleh 
WTP. 

 

C. Kehilangan Pendapatan Usaha 

43. Pemindahan warga akan berdampak pada penurunan pendapatan usaha warga yang 

mempunyai pekerjaan sebagai pedagang/tempat usaha. Dari 14 KK terdampak terdapat 3 

KK pemilik tempat usaha  yaitu : 

-  1 unit Salon kecantikan milik Haeruddin masih berfungsi dan akan dipindah ke lahan 

kosong dibelakang bangunan lama. Kegiatan usaha salon sementara akan bergabung 

dengan usaha salon temannya 

- 1 unit kios milik Mas Roy sudah tidak difungsikan lagi, terdampak pada dinding 

sehingga tidak ada penghasilan yang terdampak. Akan digeser mundur ke halaman 

rumah. 

- 1 unit kios milik Adam, masih berfungsi yang terdampak pada pagar sehingga masih 

bisa begeser ke bagian dalam ruang utama rumahnya sehingga dampak pada 

penghasilan tidak berpengaruh. 

Sumber penghasilan atau pekerjaan dari masing-masing WTP sebagai buruh, sopir, PNS dan 

lainnya tetap bisa berjalan seperti biasanya sehingga pendapatan WTP tidak terpengaruh. 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kegiatan skala Kawasan KOTAKU yang akan 

dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan mempengaruhi kenyamanan lingkungan 
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permukiman karena keterbatasan akses masuk bangunan hunian atau tempat usaha/kios 

yang menghambat namun pihak kontraktor pelaksana akan memfasilitasi dengan membuat 

jembatan/penghubung sementara. Hasil perhitungan tim terpadu terhadap kehilangan 

pendapatan usaha WTP adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.3 Nilai Kehilangan Pendapatan Usaha 

No. Nama Pemilik  

tempat usaha 

Kegiatan usaha Penanganan (Pindah/  

Tidak pindah) 

Kehilangan Penghasilan  

1 Adam Kios/Tempat usaha Tidak Pindah 2.700.000 

2 Haeruddin Salon Kecantikan Pindah 2.025.000 

3 Mas Roy Kios/Tempat usaha Tidak Pindah - 

 JUMLAH   4.725.000 

 

D. Penilaian Aset terdampak dan Kompensasi  

44. Penilaian Aset terdampak dilakukan oleh Tim Independen  dari Jasa Penilai/Tim 

Appraisal/KJPP yang kemudian menghasilkan nilai penggantian asset atau bantuan kepada WTP. 

Sebelum besaran nilai penggantian atau bantuan ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa 

terlebih dahulu disampaikan melalui sosialisasi dan rembuk untuk mendapat persetujuan dari 

masing-masing WTP. Besarnya nilai penggantian yang telah disetujui bersama adalah seperti dalam 

tabel dibawah ini 

 
Tabel 7.4 Rekapitulasi Nilai Penggantian Warga Terdampak oleh Jasa Penilai/Tim Appraisal/KJPP 

NO. URAIAN 
JUMLAH          

(Unit/KK) 

Nilai  

Penggantian (Rp) 

A. Nilai Kerugian    

01. Nilai Asset Terdampak (Bangunan & asset lainnya) 14 Unit 35.971.000, 

02. Kompensasi Usaha 3 KK 4.725.000, 

03. Biaya Pembongkaran dan Pembersihan 14 KK 6.442.000, 

04. Biaya Pindah 2 KK 782.000, 

B. Nilai Penggantian/Kompensasi   

01. Nilai kompensasi yang Disepakati  14 Unit 47.920.000, 

                        Sumber: Hasil Revisi Olah Data lapangan, bulan Januari Tahun 2021 

 

Uraian besarnya penilaian dan penggantian asset yang terdampak untuk setiap warga terdampak 

adalah seperti dalam table dibawah ini : 
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Tabel 7.5 Nilai Aset terdampak dan Nilai Penggantian Wajar bagi WTP 

No.  Nama Alamat 
Jenis 

bangunan 
terdampak 

Komponen 
bangunan 
terdampak 

Luas terdampak 
 (m2) 

Nilai Total 
Aset 

Terdampak 
Biaya Pindah 

Kompensasi 
Usaha 

Biaya 
Pembongkaran 

dan Pembersihan 

Total  Kerugian 
(Rp) 

Bangunan Tanah 

01. Adam 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Tempat 
usaha 

Pagar & kios  7,5 - 7.256.000 - 2.700.000 529.000    10.485.000  

02. Haeruddin 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 

Rumah 
tempat 
usaha 

Tempat 
usaha (salon) 

17,5 - 2.415.000 391.000 2.025.000 529.000      5.360.000  

03. 
Drs. Ramli 
 Saleh 

Jl. Tirta 
RT 02/RW 04 

Rumah 
Tinggal 

Pagar  19,8 - 6.500.000 - - 408.500      6.908.500  

04. Dg. Bollo 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Rumah Rumah 24,5 - 2.475.000 391.000 - 529.000      3.395.000  

05. Mas Roy 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Gudang Kios 7,5 - 1.148.000 - - 408.500      1.556.000  

06. Dg. Tompo 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Rumah 
tinggal 

Atap Seng 
(Kanopi)  

30.1 -  800.000 - - 408.500      1.208.500  

07. Awaluddin  
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Rumah 
tinggal 

Atap Seng  11,25 - 1.530.000 - - 529.000      2.059.000  

08. Nurhaedah 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Rumah 
tinggal 

Atap Seng  9,6 - 1.354.000 - - 529.000      1.883.000  

09. Dg. Napia 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Rumah 
tinggal  

Ruang Tamu 10.56 - 1.489.000 - - 529.000      2.018.000  

10. Nursinah 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Rumah  Pagar  8.8 - 1.100.000 - - 408.500      1.508.500  

11. Misi Mudo 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Rumah  Pagar  3 - 3.100.000  - - 408.500      3.508.500  

12. Abd. Azis ST 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Rumah Pagar  19.4 - 3.500.000 - - 408.500      3.908.500  

13. 
H. Syamsuddin 
AS 

Jl. Tirta 
RT 02/RW 04 

Rumah Pagar 12 - 2.800.000 - - 408.500      3.208.500  

14. Jumusiah 
Jl. Tirta 

RT 02/RW 04 
Rumah 

Pagar 
  

10.8 - 504.000 - - 408.500         912.500  

  JUMLAH TOTAL     35.971.000 782.000 4.725.000 6.442.000 47.920.000 

Sumber : Hasil Revisi Penilaian Aset Tim Appraisal Kabupaten GOWA, bulan Januari Tahun 2021 
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Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim Appraisal diatas diperoleh nilai penggantian 

atau santunan yang telah disepakati dengan WTP adalah sebesar Rp. 47.920.000,- yang 

akan direalisasikan pembayarannya kepada 14 WTP. 

45. Rencana pemotongan/pembongkaran 12 unit bangunan dan pemindahan 2 KK yang 

terdampak pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan drainase di Jalan Tirta sudah 

melalui proses musyawarah dan konsultasi sebelum pelaksanaan dimulai. Seluruh 

masyarakat terdampak sangat mendukung pelaksanaan proyek tersebut karena akan 

mengatasi permasalahan kekumuhan yang terjadi. Pokja Kabupaten Gowa memberikan 

jaminan terhadap warga terkena dampak dan asset terkena dampak lainnya untuk 

mendapatkan bantuan atau penggantian sesuai rencana waktu yang disepakati, sehingga 

proses pemotongan bangunan terdampak dan relokasi mandiri 2 KK tidak memberikan 

pengaruh buruk kepada masyarakat. 

 

E. Penganggaran 

46. Sumber dana alokasi penganggaran untuk membiayai kompensasi terhadap 14 WTP 

disiapkan oleh pemda melalui Dinas Perkimtan masih proses telaah Staf untuk Usulan 

Pergeseran Anggaran APBD 2021 nomor : 041/66/PERKIMTAN/2021 tanggal 15 Februari 

2021, yang akan dibuatkan Surat Pernyataan Komitmen Bupati Gowa , rencana dana ini 

akan disalurkan ke masing-masing WTP sampai pertengahan bulan April tahun 2021. Pemda 

Gowa melalui Pokja PKP berkomitmen terhadap dukungan operasional Tim dalam 

melakukan monitoring demi kelancaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan skala 

Kawasan di Kabupaten Gowa 
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BAB VIII 

RENCANA PEMINDAHAN WTP 
 

 

A. Skema Pemindahan WTP  

47. Rencana pelaksanaan kegiatan konstruksi di Kawasan Jeneberang Segmen 1 

Tompobalang terdiri dari pembangunan ruang terbuka publik (RTP) di bantaran sungai, 

penataan pedesterian, rehabilitasi jaringan drainase dan pekerjaan jalan di Jalan Tirta. 

Tahapan penanganan untuk tahap 1 terdapat 14 WTP di jalan tirta yang terdampak kegiatan 

penataan, dimana 12 WTP terdampak sebagian/terpotong bangunannya sehingga tidak perlu 

dipindahkan dan ada 2 WTP yang bangunannya terdampak total kegiatan rehabilitasi jaringan 

drainase sehingga perlu dipindahkan atas nama Haeruddin dan Dg.Bollo.  

Untuk 14 WTP akan mendapatkan penggantian atas asset yang terdampak sesuai dengan hasil 

penilaian Tim Appraisal. Pemindahan 2 WTP atas nama Haeruddin dan Dg.Bollo sudah 

disepakati dimana Haeruddin rencana akan pindah/mundur ke lahan kosong yang berada 

dibelakang rumahnya sedangkan Dg. Bollo akan pindah secara sukarela/mandiri ke rumah 

keluarganya atas nama Zainuddin Langke yang beralamat di Graha Kalegowa Blok B2/No. 18, 

keluarga Zainudin Langke menempati rumah miliknya dijalan Tirta. 

Gambar  8.1 Foto lokasi lahan rencana tempat bermukim Haeruddin (Pemilik usaha Salon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  8.2 Foto Rumah rencana tempat pindah Dg.Bollo 
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B. Mekanisme Pemindahan WTP  

48. Waktu pelaksanaan pemindahan WTP akan disesuaikan dengan jadwal rencana 

pelaksanaan pembangunan Penataan kawasan Jeneberang Segmen 1 Kelurahan 

Tompobalang. Sesuai dengan kesepakatan pada saat rembug dan sosialisasi kepada WTP yang 

beralamat di jalan tirta. Terkait dengan rencana pemindahan WTP ini akan masuk dalam 

agenda rencana kerja Pokja. 

49. Skenario pemindahan WTP dilokasi yang sudah disepakati dimulai dengan 

pembongkaran bangunan lama milik Haeruddin dimana pembongkaran akan dilakukan sendiri 

masing-masing WTP dan dibantu Relawan Pasar Minasamaupa dengan pembiayaan dari dana 

penggantian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Demikian juga dengan 

perbaikan bangunan terpotong akan dilakukan sendiri oleh WTP dengan menggunakan dana 

santunan yang diberikan kepada masing-masing WTP. 
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BAB IX 

MEKANISME PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN KELUHAN 

 

A. Pengaduan dan pengungkapan Keluhan 

50. Penataan Kawasan Kumuh Segmen 1 Jeneberang Kelurahan Tompobalang, membuka 

saluran informasi untuk dapat diakses publik dan memberikan mekanisme penanganan 

keluhan untuk WTP dan masyarakat luas. Penanganan keluhan akan dikoordinasikan dengan 

Bappeda Kota melalui Unit Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) yang telah ada di 

Program KOTAKU. Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit di program Kotaku 

tidak terbatas hanya pada hal-hal yang terkait pada penanganan masalah lingkungan dan 

sosial, namun dapat juga untuk isu-isu lain yang terkait dengan kegiatan penataan kawasan 

Tompobalang. Pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya diatur 

tersendiri dalam mekanisme dan prosedur PIM Progam Kotaku. 

51. Media penyampaian dan proses penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai 

cara, antara lain dapat melalui kotak pengaduan, saluran telepon, sms, dan termasuk cara 

yang biasa dipakai dilingkungan masyarakat Kelurahan Tompobalang. Keluhan atau 

pengaduan yang masuk disampaikan kepada ketua Bappeda untuk ditindaklanjuti oleh 

Dinas/OPD terkait atau para pihak terkait. Penyelesaian keluhan atau pengaduan akan 

dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang di kantor kelurahan atau 

papan informasi yang ditempatkan dilokasi strategis. Media pengaduan dapat disampaikan 

melalui media yang ada pada Program KOTAKU pusat sebagai berikut:  

SMS/WA di no.  : 0817 148 048 

Istagram   : PPM.KOTAKU 

Twitter   : PIM KOTAKU 

Facebook   : Pim Kotaku 

Email   : ppm.pusat@yahoo.com 

Pengaduan online : kotaku.pu.go.id/complaint 

 

Kemudian dalam rangka pengendalian media pengaduan mulai dari tingkat kabupaten sampai 

dengan tingkat Kelurahan bisa dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 9.1 Tempat dan Nomor Pengaduan  

No Tingkat Lokasi/Tempat Nama Personil Contact 

1 Kabupaten 

Kantor Dinas 
Perkimtan 

Drs. Abdullah 
Sirajuddin,M.Si 

0811445269 

Kantor Koordinator 
Kota 4 Kotaku 

Nurliah Ruma 085396193193 

2 Kelurahan 

Kantor Lurah 
Tompobalang 

 Muh. Rivan 
Maulana,S.STp 

08114609303 

BKM Nirannuang Muh. Tahir 082352756577 

mailto:ppm.pusat@yahoo.com
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52. Dalam hal terdapat pengaduan atau penanganan keluhan yang masuk akan 

disampaikan kepada instansi terkait untuk penanganannya juga mengkoordinasikan tindak 

lanjutnya. Penanganan pengaduan akan didokumentasikan serta akan disampaikan kembali  

ke masyarakat melalui media publikasi di tingkat masyarakat dan tingkat kota. Media yang 

digunakan untuk pengungkapan informasi kepada masyarakat/kelurahan menggunakan 

media yang ada pada program KOTAKU seperti : Buletin, spanduk & exbanner (media 

sosialisasi) juga melalui rembug dengan warga, sedangkan ditingkat Kota/Kabupaten : Media 

Talkshow, Newsletter dan lokakarya 

53. Keluhan atau keberatan dari WTP yang tidak dapat terselesaikan oleh Pemerintah 

Kabupaten/instansi terkait, maka WTP dapat menyampaikan keluhan atau keberatannya 

mekanisme yang ada deprogram KOTAKU. Jika WTP belum menerima atau belum puas akan 

keluhannya dapat menyampaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten 

Gowa dan seterusnya sampai kasasi di Mahkamah Agung 

54. Proses perencanaan penataan kegiatan skala Kawasan dalam hal pengungkapan 

informasi yang telah dilakukan kepada masyarakat melalui rembug sosialisasi dengan warga 

diperoleh beberapa informasi seperti :  

a. Warga sepakat untuk mendukung pemda Kab.Gowa dalam proses perencanaan 

kegiatan skala Kawasan 

b. Warga bersedia menerima kompensasi dari pemda Kab. Gowa 

c. Warga bersedia untuk pindah ke lokasi yang sudah disepakati secara mandiri 

 

Gambar 9.1 Dokumentasi pelaksanaan penyampaian informasi ke warga melalui rembug 

bersama dengan Pokja 
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55. Dalam hal pengungkapan informasi kepada publik, pemerintah kabupaten Gowa juga 

memastikan bahwa dokumentasi pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya menjadi 

bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi LARAP/Rencana 

Penataan Kawasan Jeneberang Kelurahan Tompobalang. Jika dalam hal ini penanganan 

pengaduan/ keluhan tidak dapat diselesaikan dengan baik di program KOTAKU dengan 

Pemerintah Kabupaten Gowa, maka pelapor dapat melibatkan mekanisme atau opsi untuk 

penyelesaian melalui jalur hukum.   

 
Gambar 9.2 Diagram Mekanisme Penanganan Pengaduan di program Kotaku 
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BAB X 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

 

A. Pemantauan Kegiatan Penyiapan Tanah 

56. Pemerintah Kabupaten Gowa, Pokja PKP, PPK atau dinas Perkim Kabupaten Gowa 

didukung oleh OSP, tim korkot akan melakukan pemantauan terhadap seluruh proses 

perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja yang disepakati dalam LARAP. Pemantauan dan 

Monitoring akan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan selama masa pembangunan dan 1 

tahun setelah pembangunan. Pemerintah Kabupaten melalui Keputusan Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa selaku ketua Pokja telah membentuk 

Tim Pemantau dan akan didukung oleh Tim Koordinator Kota dan Tim Fasilitator akan 

melakukan pemantauan di bidang berikut : 

 Penyebaran informasi tentang potensi dampak Kegiatan Proyek untuk WTP;  

 Pelaksanaan sosialisasi, rembug-rembug WTP 

 Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan; 

 Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan LARAP dan skema lain untuk 

mendapatkan tanah (hibah tanah negara, izin pakai tanah negara), termasuk nilai 

kompensasi, serta langkah langkah pelaksanaan; 

 Pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam 

rencana kerja LARAP; 

 Penanganan keluhan dan pengungkapan dari WTP 

 Pelaporan hasil pemantauan kepada Bupati. 

 

57. Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan mulai proses awal perencanaan, sampai pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan rencana pengadaan tanah dan permukiman Kembali/LARAP, 

termasuk proses pemindahan 2 WTP dari hunian lama ke tempat tinggal yang baru . 

Menyesuaikan dengan pelaksanaan pembangunan penataan Kawasan, pemantauan 

direncanakan akan dilaksanakan sampai 1 tahun setelah pembangunan selesai. Pelaporan 

hasil pemantauan dilakukan setiap 3 bulan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Gowa dan 

di publikasikan di media Pemda website : http://gowakab.go.id Program Kotaku website: 

http://kotaku.pu.go.id/  

 

B. Evaluasi  

58. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi 

pelaksanaan pembongkaran/pemotongan asset WTP juga pemindahan 2 WTP ke tempat 

tinggal yang baru dilakukan sesuai rencana dan keluaran yang dihasilkan serta tujuan yang 

ingn dicapai. Berdasarkan hasil monitoring maka dilakukan evaluasi dengan maksud untuk 

mengukur keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan rekomendasi 

http://gowakab.go.id/
http://kotaku.pu.go.id/
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tindak lanjut yang perlu dilakukan dan menjadi masukan perbaikan jika ada kegiatan serupa 

dimasa mendatang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim secara 

internal dan eksternal. Tim internal akan dilaksanakan secara partisipatif dengan membentuk 

tim monitoring dari Pemerintah Kabupaten Gowa, unsur masyarakat (WTP), tim 

Korkot/Fasilitator dan TMC Kotaku. Monitoring eksternal dilaksanakan oleh penanggungjawab 

proyek dan Lembaga yang independent yang ditunjuk pemerintah. 

 

C. Pelaporan  

59. Tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan Kumuh 

Segmen 1 Jeneberang Kelurahan Tompobalang akan menyusun laporan hasil monitoring dan 

pemantauan yang akan diberikan kepada Bupati Gowa dan laporan ini bersifat terbuka untuk 

umum. Substansi laporan mencakup komponen pengelolaan sosial sebagai berikut: 

 Data Umum dan penilaian kondisi WTP; 

 Peta, yang berisi informasi tentang lokasi, jumlah, dan identifikasi WTP yang 

berpotensi terkena dampak; 

 Capaian rencana kegiatan, yang akan ditambahkan dengan instrumen pengelolaan 

sosial dalam bentuk LARAP; 

 Laporan akhir, mencakup kegiatan kegiatan seperti yang disusun dalam LARAP dengan 

kerangka waktu untuk penyelesaian dan anggaran. 
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BAB XI 

RENCANA KERJA PENATAAN KAWASAN KUMUH SEGMEN 1 JENEBERANG 
 

 

A. Pembongkaran Bangunan Lama dan Land Clearing 

60. Pelaksanaan kegiatan konstruksi di Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang yang 

terdiri dari pembangunan ruang terbuka publik di bantaran sungai, penataan pedesterian, 

rehabilitasi jaringan drainase dan jalan di sisi kanan bantaran sungai di Jalan Tirta akan 

dilaksanakan pada tahun 2020-2021. Pekerjaan persiapan yang akan menjadi prioritas 

Pemerintah kabupaten Gowa di tahun 2021 ini meliputi pemindahan 2 WTP ke lokasi yang 

sudah disepakati secara sukarela/mandiri, pembongkaran atau pemotongan asset 14 unit 

bangunan terdampak, penataan pedestrian, jalan dan drainase di Jalan Tirta.  

61. Pembongkaran rumah dan aset warga yang terdampak akan dilaksanakan setelah 

warga menerima kompensasi atau bantuan penggantian. Pemindahan 2 WTP ke lokasi yang 

sudah disepakati secara sukarela/mandiri akan dilaksanakan sendiri oleh warga dengan 

bantuan berupa kompensasi sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Material bangunan 

yang dibongkar yang masih bisa dimanfaatkan seperti kusen, kayu, genteng dan lainnya akan 

disimpan dan dapat digunakan kembali untuk perbaikan bangunan terdampak. Pemilik rumah 

akan melakukan sendiri penyimpanan agar materil tidak tertukar dengan yang lainnya.   

62. Land Clearing adalah kegiatan pembongkaran dan pembersihan lahan yang akan 

digunakan untuk penataan di sekitar jalan tirta berupa kegiatan rehabilitasi jaringan drainase 

dan pekerjaan jalan. Land clearing dilaksanakan oleh kontraktor yang ditetapkan sebagai 

pemenang, pelaksana land clearing yang mengacu pada gambar perencanaan teknis. 

  

B.   Pembangunan dan Rehabilitasi  Jaringan Drainase dan Jalan  

63. Pelaksanaan konstruksi drainase dan jalan akan dilaksanakan setelah pembongkaran 

dan land clearing selesai dilaksanakan. Konstruksi drainase menggunakan U-dicth dengan 

penutup beton yang akan digunakan sebagai pedestrian jalan. Pelaksanaan konstruksi 

drainase akan memperhatikan elevasi dasar saluran dan memastikan air dapat mengalir 

secara gravitasi. Pelaksana konstruksi drainase harus berkoordinasi dengan berbagai pihak 

pelaku konstruksi lainnya.  

C.    Rencana kerja Penataan Kawasan dan Skenario Penanganan WTP 

64. Rencana kerja penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang yang 

berdampak dalam pemindahan warga meliputi kegiatan utama, sebagai berikut:  

 Penyiapan masyarakat meliputi sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi asset WTP, 

rembug/konsultasi warga sampai pada kesepakatan penetapan kompensasi juga opsi 

pemindahan 2 WTP. 

 Pembongkaran/Pemotongan asset 14 WTP berupa bangunan pagar, atap, dinding 

untuk pembangunan drainase di jalan Tirta; 
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 Pemindahan bangunan hunian milik Haeruddin ke lahan kosong yang terletak di 

belakang rumahnya dan WTP atas nama Dg. Bollo pindah ke rumah keluarganya secara 

mandiri atas nama Zainuddin Langke yang bertempat tinggal di jalan tirta. 

 

Rencana Sosialisasi Pemindahan WTP. 

65. Sesuai dengan apa yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan 

warga terdampak, maka akan dilakukan kembali sosialisasi kepada WTP terkait dengan 

persiapan untuk pemindahan WTP ke lokasi yang sudah disepakati, sehingga diharapkan 2 

WTP yang akan pindah sudah mengetahui prosedur pemindahan juga jadwal pemindahannya. 

Untuk lebih jelasnya agenda terkait sosialisasi pemindahan WTP seperti terlihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 10.1 Rencana Sosialisasi Penanganan Pemindahan WTP  

No. Jenis rembug Pembahasan   Waktu  
Penanggung 

jawab 

 Persiapan WTP Pindah Rumah   

1. Rencana pembayaran 
kompensasi WTP 

Menyepakati jadwal pembayaran kompensasi 
WTP sebelum pemindahan dan pembongkaran 
dilakukan. 

Maret - April 
2021 

Pokja PKP 
Kab. Gowa 

2. Persiapan 
Pembongkaran Unit 
bangunan 

1. Kesiapan WTP untuk mengosongkan bangunan 
2. Persiapan WTP melakukan pembongkaran 
rumah 
3. Jadwal WTP pindah ke lokasi yang sudah 
disepakati secara mandiri 

Februari-April  
2021 

Pokja PKP 
Gowa 

3. Pemantauan WTP 
dilokasi tempat WTP 
pindah  

Agenda dan membuat jadwal pelaksanaan 
pemantauan WTP dilokasi tempat WTP pindah 
tempat tinggal 

Februari-April  
2021 

Pokja PKP 

 

66. Pembayaran Kompensasi asset WTP sesuai dengan yang telah disepakati antara 

Pemerintah Kabupaten Gowa dengan warga terdampak, akan dilakukan dengan mekanisme 

atau cara pemberian bantuan dengan cara transfer melalui Bank Sulselbar ke rekening 

masing-masing WTP yang berhak sesuai dengan nomor urut yang telah diberikan pada saat 

rembug. 

67. Rencana kerja penataan Kawasan segmen 1 Jeneberang berdampak pada pemindahan 

2 WTP ke lokasi yang sudah disepakati secara mandiri.  Adapun rencana kegiatan penataan 

Kawasan adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan jalan  
b. Pembangunan drainase;  

c. Pembangunan Pedestrian; 

d. Penataan RTP Sungai Jeneberang; 

Kegiatan utama di atas diuraikan dalam rencana kegiatan yang menjelaskan jenis kegiatan, 

penanggungjawab kegiatan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan. Rencana kerja 

disusun secara bersama-sama melibatkan Dinas/OPD terkait dan masyarakat. Pemerintah 

Kabupaten Gowa menyepakati rencana kerja penataan untuk dilaksanakan semua Dinas/OPD 
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terkait dan para pemangku kebijakan terkait lainnya.  
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Tabel 10.2 Rencana Pelaksanaan Kegiatan LARAP 

No Kegiatan 
Penanggung 

jawab Kegiatan 

Status 
Pelaksa 

naan 

Target 
Penyelesaia

n 

Feb ‘21 Mar ‘21 Apr ‘21 Mei ‘21 Juni ‘21 Juli ‘21 Agst ‘21 Sept ‘21 Okt ‘21 Nop ‘21 Des ‘21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. PERSIAPAN RENCANA PENYIAPAN TANAH -                                             

1.1 
Sosialisasi dan 
Persiapan 

Pokja PKP & 
Tim Korkot 

Selesai -                                             

1.2 Identifikasi WTP 
Pokja PKP & 
Tim Korkot 

Selesai -                                             

1.3 
Kajian Data WTP dan 
Asset Terdampak 

Pokja PKP & 
Tim Korkot 

Selesai -                                             

1.4 
Rembug dan 
Konsultasi khusus 
dengan WTP 

Pokja PKP & 
Tim Korkot 

Selesai -                                             

1.5 Penetapan WTP Pokja PKP  Selesai -                                             

1.6 
Penilaian Asset WTP 
oleh KJPP 

KJPP Selesai -                                             

1.7 
Penyediaan Anggaran 
santunan/ Kompensasi 

Pokja PKP  Proses 
M-2 Mart 

‘21 
                                            

1.8 
Penyepakatan 
santunan/Kompensasi 

Pokja PKP & 
Tim Korkot 

Selesai -                                             

1.9 
Penyepakatan 
Pemindahan WTP 
(Mandiri) 

Pokja PKP & 
Tim Korkot 

Selesai -                                             

2. PENYUSUNAN DOKUMEN LARAP                                               

2.1 Draft Dokumen LARAP 
Pokja PKP & 
Tim Korkot 

Selesai -                                             

2.2 
Konsultasi dengan 
Pemda 

TMC, Tim 
Korkot 

Selesai -                                             

2.3 
Review Dokumen 
LARAP oleh Balai PPW 

BPPW Selesai -                                             

2.4 
Review Dokumen 
LARAP oleh PMU 

KMP & PIU/ 
PMU 

Selesai -                                             
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No Kegiatan 
Penanggung 

jawab Kegiatan 

Status 
Pelaksa 

naan 

Target 
Penyelesaia

n 

Feb ‘21 Mar ‘21 Apr ‘21 Mei ‘21 Juni ‘21 Juli ‘21 Agst ‘21 Sept ‘21 Okt ‘21 Nop ‘21 Des ‘21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.5 
Perbaikan Dokumen 
LARAP oleh Pemda 

Pokja,OSP, 
TMC, Korkot 

Selesai -                                             

2.6 
Pengajuan Dokumen 
LARAP ke PMU 

Pokja PKP & 
KMP 

Selesai -                                             

2.7 Pengajuan NOL ke WB PMU Proses 
M.3 Mart 

‘21 
                                            

2.8 NOL Dok LARAP Terbit WB Proses 
M.2 April 

‘21 
                                            

3. PELAKSANAAN LARAP                                                

3.1 
Pembayaran santunan/ 
Kompensasi 

Pokja PKP Proses M.4 Apr ‘21                                             

3.3 
Pembongkaran 
bangunan hunian/Asset 
Terdampak 

DPKPP & WTP Belum 
M.4 Apr – 
M.1 Mei 

‘21 
                                            

3.4 
Perbaikan bangunan 
hunian/Asset 
Terdampak 

DPKPP & WTP Belum 
M.4 Apr – 
M.2 Mei 

‘21 
                                            

3.5 Pembersihan Lahan DPKPP Belum 
M.2 Mei 

‘21 
                                            

4. PEMANTAUAN                                                

4.1 
Pemantauan 
Pengadaan Tanah 

Tim Monev 
Pemda 

Proses 
M.1 Apr – 
M.4 Mei 

‘21 
                                            

4.2 
Pemantauan 
pemindahan 
/pemukiman Kembali 

Tim Monev 
Pemda 

Belum 
M.4 Apr – 
M.4 Juni 

‘21 
                                            

4.3 
Pemantauan Pembong 
karan dan Perbaikan 
Kembali Asset WTP 

Tim Monev 
Pemda 

Belum 
M.1 Apr – 
M.4 Juni 

‘21 
                                            

4.4 
Pemantauan Pasca 
Pembangunan 

Tim Monev 
Pemda 

Belum 
M.1  Mart 
– M.4 Des 
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No Kegiatan 
Penanggung 

jawab Kegiatan 

Status 
Pelaksa 

naan 

Target 
Penyelesaia

n 

Feb ‘21 Mar ‘21 Apr ‘21 Mei ‘21 Juni ‘21 Juli ‘21 Agst ‘21 Sept ‘21 Okt ‘21 Nop ‘21 Des ‘21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

‘22 

4.5 
Pemantauan n 
Pengelolaan Dampak 
Lingkungan 

Tim Monev 
Pemda 

Belum 
M.1 Juni – 
M.3 Des 

‘21 
                                            

 

Sungguminasa,  Maret 2021 
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LAMPIRAN LARAP 
 

1. Surat Pernyataan Bupati Gowa tentang Penyiapan Dana Kompensasi bagi WTP 

2. Keputusan DPRD Gowa tentang Pergeseran Akun Belanja antar Sub dalam kegiatan Penataan 

dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha 

pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 

Anggaran 2021 

3. Keputusan Bupati Gowa Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di 

Kabupaten Gowa 

4. Keputusan Bupati Gowa Tentang Pembentukan Tim Terpadu Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum Pada Program Kotaku Pemerintahan Kab. Gowa Tahun 2019 – 2020 

5. Surat Kerjasama KJPP dengan Pemkab Gowa 

6. Surat Keputusan Kepala Bappeda Kab. Gowa Selaku Ketua Pokja Pkp Kab. Gowa Pembentukan 

Tim Pemantau 

7. Surat Pernyataan Komitmen Ketua Pokja Pkp Kab. Gowa 

8. Berita Acara Sosialisasi Awal Program 

9. Berita Acara Sosialisasi Dan Rembug Warga Dalam Rangka Pembangunan Jalan, Drainase Dan 

Rth Kawasan Das Jeneberang 

10. Berita Acara Sosialisasi Dan Rembug Warga 

11. Berita Acara Sosialisasi Pengamanan Dampak Sosial Perencanaan Skala Kawasan Das 

Jeneberang Segmen I 

12. Berita Acara Kesepakatan Besaran Nilai Kompensasi  

13. Berita Acara Kesepakatan Rencana Relokasi WTP 

14. Berita Acara Sosialisasi Hasil Penilaian KJPP 

15. Surat Pernyataan Kesepakatan Kompensasi Tiap WTP 

16. Uraian Perhitungan Nilai Aset Masing-Masing Wtp Oleh KJPP 

17. Telaahan Staf Dan Saran Pertimbangan Mengenai Permohonan Persetujuan Penganggaran 

Kompensasi WTP 

18. Surat Pernyataan Pemberian ijin pakai lahan untuk Haerudin 

19. Surat Pernyataan Pemberian ijin tinggal untuk Dg Bollo 

20. IZIN LINGKUNGAN 

21. Berita Acara Hasil Ekspose Pokja, BPPW dengan PMU 
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Surat Kerjasama KJPP dengan Pemkab Gowa 
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DOKUMENTASI PENANDATANGAN 

KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN WTP 
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Bangunan Hunian WTP an : Dg. Bollo 

Bangunan Hunian dan Tempat Usaha  WTP an : Haeruddin 
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